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KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
Bersama-sama, kami ingin berbagi pencapaian, tantangan, dan komitmen kami
dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan visi,
misi, tujuan dan program yang telah diamanahkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi DKI
Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Penilaian Kinerja dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga sektor publik yang berdasarkan
mandat Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat
Daerah, yang mengemban tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bagian dari perjalanan kami, LKIP ini bukan hanya sekadar dokumen rutin, tetapi
merupakan hasil dari dedikasi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam era
dinamis ini, LKIPini juga menjadi wujud dari upaya kami untuk menyajikan informasi dengan ringan
namun substansial, sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan. Melalui laporan ini,
kami tidak hanya menawarkan laporan kinerja, tetapi juga sebuah kisah perjalanan yang
menceritakan perjuangan, prestasi,dan semangat inovasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Dengan semangat terbuka dan antusiasme, kami menerima pandangan dan masukan yang
diberikan sebagai bahan berharga untuk kami meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
Terima kasihatas perhatian dan dukungan Saudara, mari bersama-sama menciptakan masa depan
yang lebih baik dan penuh prestasi.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ftahulloh Tamary
Provinsi DKI Jakarta




IKHTISAR EKSEKUTIF

B] e Provinsi DKI Jakarta

Dari tandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepa-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Reali

la BPSDM Provinsi DKl Jakarta, terpancar harapan akan pencapaian yang sesuai dengan target yangt tel-
ah diperjanjikan dalam setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Meskipun dihadapkan pada tantangan yang
berat, semangat dan dedikasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja
yang membanggakan. Dalam setiap langkah, BPSDM Provinsi DKl Jakarta mampu melampaui batas-ba-
tas capaian yang telah direncanakan, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi yang sin-
ergis, setiap tantangan dapat diatasi, dan setiap impian dapat diwujudkan.

Sasaran

Satuan ‘ Target

Pengembangan Indeks Sistem Merit Indeks 3] 38 123%
Kompetensi pada Aspek dan Sub (Berdasarka
Melalui Aspek Lingkup n nilai yang
Penyelenggaraan | BPSDM diperoleh
Pendidikan dan pada e-
Pelatihan Serta SAKIP
Peningkatan Bappeda
Knowledge Provinsi DKI
Management Jakarta)
Peningkatan Nilai Dimensi Nilai 387 Data 38,16
Kompetensi ASN | Pengembangan belu | (Penilaian IP
Dalam Rangka | Kompetensi pada m ASN Tahun
Menciptakan Indeks Profesionalitas rilis | 2022 vyang
Agen Perubahan | ASN dikeluarkan
dan  Penggerak oleh BKN RI)
Partisipasi
Masyarakat
Berkembangnya Persentase Persen 100 100 100%
Kapasitas, penyelesaian rencana (Berdasarka
Profesionalitas, aksi KSD Peningkatan n penilaian
dan Iklim Kerja Tata Kelola pimpinan)
Aparatur Pemerintahan yang

Profesional Sub KSD

Peningkatan

Profesionalitas SDM

Pemprov DKI Jakarta
Berkurangnya Persentase Persen 100 100 100%
Ketimpangan penyelesaian rencana (Berdasarka
SertaTerjaminnya | aksi KSD n penilaian
Pemenuhan Penanggulangan pimpinan)
Kebutuhan Dasar | Kemiskinan Sub KSD
dan Perlindungan | Penghormatan,
Sosial Pelindungan, Dan

Pemenuhan Hak
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Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Satuan Capaian
Sasaran

Penyandang

Disabilitas
Terakselerasinya Persentase Persen 100 100 100%
Transformasi penyelesaian rencana (Berdasarka
Digital dan aksi KSD Peningkatan n penilaian
Pengembangan Tata Kelola pimpinan)
Ekosistem Kota Pemerintahan yang
Cerdas Profesional Sub KSD

Transformasi Digital
Tercapainya Persentase Persen 100 100 100%
Perbaikan penyelesaian rencana (Berdasarka
Manajemen dan aksi KSD Peningkatan n penilaian
Arsitektur Kinerja | Tata Kelola pimpinan)

Pemerintah

Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)

bpsam

Provinsi DKI Jakarta

Indikator

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program

Kinerja 2022

Kinerja 2023

Kinerja Awal Capaian Tingkat Capaian Tingkat
RPD Target Capaian Target Capaian

Indeks Sistem 31 30,97 3355 Melebihi 31 38 Melebihi
Merit pada aspek Target Target
dan Sub Aspek
Lingkup BPSDM
Nilai Dimensi 387 36 38,13 Melebihi 387 Data
pengembangan Target Belum
kompetensi Rilis
pada indeks (DBR)
profesionalitas
ASN

Selain dari hal trersebut diatas, masih terdapat keberagaman indikator yang diberikan kepada
BPSDM Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 dalambentuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebanyak 6
(enam) indikator, Sasaran Khusus sebanyak 18 (delapan belas) indicator, Sasaran Operasional sebanyak 3
(tiga) indikator.

Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta di implementasikan dari Tujuan dan Sasaran BPSDM,
yang didukung oleh fondasi kokoh Rencana Strategis Tahun 2023-2026, yang diperkuat oleh 2 (dua) Pro-
gram Prioritas dan satu Program Penunjang, yang di uaraikan dibawah ini:
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Program Kepegawaian Daerah

Realisasi Efisiensi

17.660.314.630 13.413.245.541 75,95% 4.2477.069.089

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi Efisiensi

2. 40.623.302.320 36.348935.244 89,48% 4.274.567.076 11,76

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Efisiensi

3. 64.9735.174.135 62.066.326162 95,53% 2.906.847.973 4,68

Faktor keberhasilan dan penghambat menjadi pemandu yang mengatur arah perjalanan BPSDM
Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 dalam meraih pencapaian dan menghadapi tantangan, faktor
yang menjadi penentu keberhasilan antara lain: Komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan berb-
agai indikator kinerja, termasuk dari Kegiatan Strategis Daerah, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional.
Dengan pemahaman yang mendalam serta dukungan kuat dari program-program prioritas yang telah
dirumuskan. BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mengalirkan energi positif ke setiap aspek pelaksa-
naan tugasnya. Ini tidak hanya memungkinkan pengukuran kinerja yang holistik, tetapi juga memberi-
kan arah yang jelas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Salah
satu penghambat yang muncul adalah kompleksitas dalam mengelola berbagai indikator kinerja yang
tersebar dari berbagai sumber. Koordinasi yang efektif dan sinergi antar unit kerja menjadi kunci untuk
memastikan bahwa semua aspek kinerja terintegrasi dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih. Se-
lain itu, terdapat pula kendala terkait dengan terbatasnya sumber daya baik manusia maupun sarana dan
prasarana serta teknologi yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan
tantangan-tantangan ini, BPSDM dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi setiap ham-
batan dan menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut.

Untuk melakukan Rencana Aksi di Tahun 2024, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mempunyai 3 (tiga) in-
dikator sebagai berikut:

A. Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BPSDM, adapun Rencana Aksi yang akan
dilakukan pada tahun 2024 adalah:
1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kom-
petensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global;
2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai melalui praktik
kerja dan pertukaran pegawai.

B. Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun Rencana Aksi yang akan dilaku-
kan pada tahun 2024 adalah: Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah;
C. Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan

pada tahun 2024 adalah:
1. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
2. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi.
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BAB I.
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi
adalah ekspresi nyata tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan aturan main dari regulasi
tingkat pusat hingga daerah, termasuk dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kami tidak
hanya mengejar pencapaian sasaran strategis, tetapi juga menampilkan transparansi dan akuntabilitas
kinerja dengan gaya yang lebih informatif.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kin-
erja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pe-
merintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Aturan tersebut memberikan landasan bagi OPD untuk berinovasi dalam menggelar pertanggungjawa-
ban. Kami tidak hanya menyusun LKIP sebagai rutinitas, tetapi sebagai laporan yang dapat memberikan
informasi mengenai prestasi dan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya mengejar standar good governance, Laporan Perjanjian Kinerja bukan hanya sebuah
dokumen, melainkan sebuah karya nyata untuk perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun.
Setiap halaman menjadi lembaran cerita perjuangan OPD, yang diukir dengan transparansi yang tak
mendalam serta akuntabilitas yang tajam.

Kami, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, melihat LKIP ini bukan
hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai panggilan untuk menunjukkan keberanian dan dedikasi kami
dalam mencapai tujuan strategis. Dalam memahami peran kami, kami tidak hanya mengikuti aturan,
tetapi menciptakan standar baru dalam pertanggungjawaban yang dinamis dan bergaya. Mari bersa-
ma-sama menjelajahi cerita kesuksesan dan tantangan kami dalam mengukir prestasi di tengah dinami-
ka pemerintahan yang terus berubah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pe-
merintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), di Provinsi DKI Jakarta menjadi pilar utama da-
lam merespons kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementeri-
an/Lembaga/Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamis di berbagai sektor, kegiatan pengembangan kompetensi
di tingkat OPD menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN di khususnya di
Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada umumnya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta,
sebagai garda terdepan dalam pengembangan kompetensi, memainkan peran strategis dalam menye-
laraskan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan yang terus berkembang. Sebagai wahana inovasi,
BPSDM berupaya secara terus-menerus menghadirkan program pengembangan yang responsif, men-
cakup tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional.

Kegiatan pengembangan kompetensi tidak lagi hanya sebagai rutinitas, tetapi menjadi sumber in-
spirasi dan pemacu perubahan. ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada
umumnya diharapkan tidak hanya menjalankan tugasnya secara konvensional, melainkan juga terus

meningkatkan kualitas diri melalui berbagai program yang disediakan oleh BPSDM Provinsi DKl Jakarta.
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Dalam hal kuantitas, upaya peningkatan kapasitas ASN diukur melalui partisipasi aktif dalam kegia-
tan pengembangan kompetensi. Semakin banyak ASN yang terlibat, semakin kuat fondasi keunggulan
kompetitif di tingkat individu maupun organisasi.

Sementara itu, aspek kualitas menjadi fokus utama. BPSDM Provinsi DKI Jakarta berkomitmen un-
tuk menyediakan program pelatinan dan pengembangan yang tidak hanya relevan dengan tuntutan
pekerjaan saat ini, tetapi juga antisipatif terhadap dinamika masa depan. Kemampuan baru, kepemi-
mpinan yang efektif, dan adaptabilitas menjadi parameter kualitas yang diperlukan dari setiap ASN.

Dengan demikian, harapan terbesar adalah terwujudnya ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kemen-
terian/Lembaga/Daerah pada umumnya, yang tidak hanya unggul dalam kuantitas, tetapi juga mampu
beradaptasi dan berkembang, siap menghadapi tantangan di level lokal, nasional, bahkan internasional.
Keberhasilan BPSDM Provinsi DKl Jakarta dalam menjalankan perannya sebagai penopang pengemban-
gan kompetensi menjadi kunci penting dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebaga

berikut:

Tabel. 1

Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS

AT PNS/CPNS JUMLAH | PERSEN

1 | LAKI-LAKI 22.804 5.457 28.261 42,79
2 | PEREMPUAN 27.607 10.174 37.781 57,21
TOTAL 50.411 15.631 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Berdasarkan Agama

NO| AGAMA | PNS/CPNS| PPPK | JUMLAH | PERSEN
1 |ISLAM 45.098 14220 | 59318 89,82
2 | PROTESTAN 4.039 12 5151 7,80
3 | KATOLIK 1.095 266 1.361 2,06
4 | HINDU 12 19 131 0,20
5 | BUDHA 67 12 79 012
6 | KONGHUCU i 1 1 0,00
7 | LAINNYA i 1 1 0,00
TOTAL 50.411 15631 | 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
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c. Berdasarkan Usia

NO | USIA | PNS/CPNS  PPPK | JUMLAH | PERSEN

1 Kurang dari 25 125 10 135 0,20

2 |25sd.30 3.785 2911 6.696 10,14

3 |31sd.36 5615 3.474 9.089 13,76

4 |37sd.42 8.416 4002 12.418 18,80

5 |43sd.48 8233 2940 N.173 16,92

6 |49sd.55 14157 1.864 16.021 24,26

7 | Lebih dari 55 10.080 430 10.510 15,91
TOTAL 50.411 15631 | 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

d. Berdasarkan Pendidikan

NO | PENDIDIKAN |PNS/CPNS| PPPK | JUMLAH | PERSEN

1 sD m - m 0,17
2 SMP 305 2 307 0,46
3 SMA 10.893 34 10.927 16,55
4 D1 107 - 107 0,16
5 D2 636 1 637 0,96
6 D3 4.818 m 4.829 7,31
7 D4 228 15 243 0,37
8 Sl 29.567 15.533 45100 68,29
9 s2 3.674 2 3.676 557
10 S3 72 - 72 on
TIDAK
n - 33 33 0,05
DIKETAHUI
TOTAL 50.41 15.631 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
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e. Berdasarkan Status Pegawai

NO STATUS PEGAWAI JUMLAH PERSEN
1 PNS 50.409 100,00
2 | CPNS 2 0,004
3 | PPPK - 0,00

TOTAL 50.41 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Berdasarkan Eselon

NO  ESELON JUMLAH PERSEN
1 |1 2 0,05
2 | 80 195
2 | 861 20,96
4 |Iv 3164 77,04
TOTAL 4.107 100
NO| ESELON | JUMLAH | PERSEN
1 |1b 2 0,05
2 |lla 38 093
2 |1b 42 1,02
4 |la 580 14,12
5 |llb 281 6,84
6 |IVa 1723 4195
7 |[Ivb 1441 35,09
TOTAL 4.107 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
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g. Berdasarkan Golongan

NO | GOLONGAN | JUMLAH | PERSEN
R 200 0,40
2 | 7312 14,50
3 | 33772 66,99
4 |Iv 9.127 1811
TOTAL 50.411 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Berdasarkan Wilayah Kerja

NO | WILAYAH KERJA | JUMLAH @ PERSEN

1 PROVINSI 8.365 16,59
2 | JAKARTA PUSAT 5925 1,75
5 | JAKARTA UTARA 5.584 11,08
4 | JAKARTA BARAT 7.426 14,73
5 | JAKARTA SELATAN 9.855 19,55
6 | JAKARTATIMUR 12.425 24,64
7 | PULAU SERIBU 833 1,65
TOTAL 50.411 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI| Jakarta

B. Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini bertujuan untuk melak-
sanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari
SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menguraikan Target Kinerja yang Diperjanjikan
Dalam setiap baris laporan ini, kita akan menyusuri jejak target kinerja yang telah kami rancang den-
gan penuh perencanaan dan dedikasi. Dari penguasaan teknologi hingga peningkatan kapasitas ASN,
setiap target adalah komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan berkuali-
tas. Melalui pengungkapan yang jelas, kamiingin membagikan tujuan dan sasaran kamitentang masa
depan yang lebih baik untuk pelayanan publik.
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2. Gambaran Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Target
Laporan ini mengajak para stakeholders untuk menyelami realitas keberhasilan dan kegagalan yang
dihadapi oleh BPSDM Provinsi DKl Jakarta selama tahun anggaran 2023. Dengan membuat informasi
yang transparan, kami tidak hanya akan merayakan pencapaian gemilang, tetapi juga mengakui se-
tiap rintangan yang mungkin dihadapi. Setiap data dan indikator dipaparkan dengan jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan, memberikan gambaran lengkap tentang perjalanan organisasi.

3. Bahan Evaluasi untuk Perencanaan Program dan Kegiatan
Sebagai bahan evaluasi, laporan ini bukan hanya dokumen statis, melainkan katalisator perubahan.
Semua pemangku kepentingan diharapkan dapat membaca setiap halaman sebagai inspirasi dalam
menyusun perencanaan program dan kegiatan di masa mendatang. Setiap catatan evaluasi menjadi
titik awal untuk memetakan strategi yang lebih baik, merangkul pembelajaran sebagai pondasi utama
pembangunan.

Adapun manfaat dari penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 membawa sejum-
lah manfaat yang signifikan, mencakup berbagai aspek yang mendukung transparansi, akuntabilitas,
dan peningkatan kinerja. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Transparansi dan Akuntabilitas:
LKIP menjadi alat utama untuk menunjukkan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan tang-
gung jawab BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dengan merinci pencapaian dan kinerja secara terperinci,
laporan ini memungkinkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk melihat
dengan jelas bagaimana anggaran dan sumber daya digunakan, serta sejauh mana target kinerja ter-
capai. Akuntabilitas menjadi lebih terjamin karena LKIP memberikan dasar yang kuat untuk pertang-
gungjawaban.

2. Evaluasi dan Perbaikan Kinerja:
Laporan Kinerja tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga alat evaluasi yang efektif. Dengan
mengevaluasi pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat
mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Hal ini membuka peluang untuk perbaikan
berkelanjutan, memastikan bahwa setiap tahunnya menjadi tonggak lebih baik daripada sebelumnya.

3. Basis Informasi Strategis
LKIP menyediakan basis informasi yang strategis bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam meren-
canakan kegiatan dan program ke depan. Data dan evaluasi yang terkandung dalam laporan dapat di-
gunakan untuk merumuskan kebijakan baru, menyesuaikan strategi pengembangan, dan mengiden-
tifikasi area fokus untuk peningkatan kinerja di masa depan.

4. Peningkatan Transparansi Publik:
Laporan Kinerja juga berperan dalam meningkatkan transparansi di mata masyarakat. Dengan mem-
berikan informasi terperinci tentang capaian kinerja dan penggunaan anggaran, BPSDM Provinsi DKI
Jakarta memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang kontribusi dan dampak positif yang
dihasilkan oleh lembaga tersebut.

5. Penguatan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan:
LKIP menjadi alat untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah pusat, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum. Informasi yang jelas dan
terukur yang disajikan dalam laporan dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat komunikasi
antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pihak yang terlibat.
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C. Kedudukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah, di dalam Sistematika tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusig;

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepa-
da Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sek-
retaris Daerah;

4. Kepala Badan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggu-
ngjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelati-
han.

D.Tugas dan Fungsi

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penun-
jang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia;
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia;
c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;
d. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
e. pengelolaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
f. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia;
g. pengelolaan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi pengembangan kom-
petensi;
h. pengesahan Surat Tanda Tamat Pelatihan yang diselenggarakan Badan dan/atau PD;
i. pemberian sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan, piagam penghargaan bagi peringkat I, Il dan 11|
dalam rangka pengembangan kompetensi;
j. pengelolaan sertifikasi kompetensi;
k. pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan rekomendasi pelaksanaan pengembangan kom-
petensi pada PD;
pengelolaan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi;
pelaksanaan knowledge management;
. pengelolaan Jakarta Corporate University;
. pengendalian analisis kesenjangan kompetensi fungsional;
. pengelolaan sarana, prasarana dan teknologi pengembangan kompetensi;
. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban
penerimaan retribusi pelayanan pengembangan kompetensi;
pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/or-
ganisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang pendidikan
dan pelatihan;
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s. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendi-
dikan dan pelatihan;

t. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusig;

u. pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelak-
sanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

E. Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Subbagian Keuangan;
. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional;
. Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi;
. Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi;
. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
1) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik, terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
2) Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Subbagian Tata
Usaha;
f. Jabatan Fungsional; dan
g. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk unit kerja nonstruktural yang menye-
lenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, yang terdiri atas:
a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang antara lain:
1) Subkelompok Program dan Pelaporan;
2) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader;
3) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Manajerial;
4) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Fungsional;
5) Subkelompok Analisis Kebutuhan;
6) Subkelompok Perancangan dan Pengembangan;
7) Subkelompok Evaluasi;
8) Subkelompok Penjaminan Mutu;
9) Subkelompok Tugas Belajar;
10) Subkelompok Sertifikasi Kompetensi;

O QO O T

b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.
1) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Teknis;
2) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Strategis;
3) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
4) Satuan Pelaksana Hubungan Antarlembaga;
5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
6) Satuan Pelaksana Sistem Informasi;
7) Satuan Pelaksana Teknologi Pembelajaran;
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Bagan.1

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DASAR,
MANAJERIAL
DAN FUNGSIONAL

BIDANG
ANALISIS KEBUTUHAN,
PERANCANGAN,
PENGEMBANGAN
DAN EVALUASI

PENJAMINAN MUTU,
TUGAS BELAJAR DAN

BIDANG

SERTIFIKASI
KOMPETENSI

PUSAT
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN
KEBIJAKAN PUBLIK

PUSAT DATA DAN
INFORMASI
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

SUBBAGIAN
KEUANGAN

| SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

Sumber:
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023
tentang Perubahan Pergub 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

F. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka menindaklanjuti sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023
- 2026, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan cermat merancang aspek strategis yang sejalan dengan
tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah naratif yang disesuaikan dengan konteks Rencana Pemba-
ngunan Daerah:
1. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi:
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan
strategi penguatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi untuk mendukung visi pemerintah
daerah. Penerapan teknologi canggih di dalam program pelatihan dan manajemen data menjadi lan-
dasan untuk menciptakan lingkungan administrasi yang efisien dan terkini.
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2. Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pemda:
Dalam mendukung kebutuhan spesifik Pemerintah Daerah, BPSDM Jakarta menyesuaikan pengem-
bangan program pelatihan untuk mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Analisis mendalam
tentang kompetensi yang diperlukan dalam merancang dan mengelola program pembangunan men-
jadidasar untuk kurikulum pelatihan. BPSDM berperan aktif dalam menyediakan keahlian yang sesuai
dengan kebutuhan lokal.

3. Penguatan Kemitraan Lokal dan Internasional:
BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadikan penguatan kemitraan sebagai strategi untuk mendukung
Rencana Pembangunan Daerah. Kolaborasi erat dengan lembaga pendidikan lokal, sektor swasta, dan
mitra internasional menjadi kunci untuk menghadirkan program pelatihan yang berdaya saing dan
mengakomodasi dinamika pembangunan daerah.

4. Peningkatan Evaluasi dan Pengukuran Dampak Pembangunan:
BPSDM memposisikan diri sebagai elemen kritis dalam pemantauan dan evaluasi dampak pemba-
ngunan daerah. Sistem evaluasi yang diperkuat digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pelatihan dan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan. Hal ini membantu Pemerintah
Daerah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dikembangkan memiliki dampak posi-
tif pada pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Pengembangan Kepemimpinan dan Inovasi Organisasi untuk Pemda:
Dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Jakarta fokus pada pengembangan
kepemimpinan yang terkait dengan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Program
pelatihan khusus diperkenalkan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan yang mendukung
transformasi daerah. Selain itu, budaya inovasi organisasi diimplementasikan untuk memastikan adop-
si ide-ide baru dalam rangka mendukung target pembangunan daerah.

Melalui strategi ini, BPSDM Provinsi DKl Jakarta berkomitmen untuk menyumbangkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mendukung penuh Rencana Pembangunan Daerah, menciptakan sinergi
yang kuat antara pengembangan kompetensi ASN dan agenda pembangunan yang berkelanjutan.

G.Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Ta-
hun 2014, LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB Il : PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB Il : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2023.
B. Capaian Strategis Kinerja
Penjelasan detail terkait dengan capaian strategis kinerja dimasing-masing indikator kinerja.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir;
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional,

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alter-
natif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM dan Anggaran);

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja;

8. Rencana Kedepan guna meningkatkan capaian.

C. Sumber Daya Manusia BPSDM, menjelaskan tentang kondisi SDM di BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta.

D. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Ki-
nerja.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa men-

datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya serta saran dan re-

komendasi dari Inspektorat untuk perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;

2. Penghargaan dari tingkat Nasional / internasional;
3. Inovasi;

4. Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB ILI.
PERENCANAAN KINERJA

A.Tujuan dan Sasaran Pada Rencana
Pembangunan Daerah

ebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi di-

mana pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan
kompetensi SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah
lainnya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat well-informed
maka keunggulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar. Hal terse-
but selaras dengan visi gubernur sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran RPD.

Untuk itulah, salah satu upaya terpenting dalam menyiapkan SDM aparatur yang tangguh, se-
bagaimana tercermin dalam Pokok-Pokok Tujuan: “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemer-
intah”. Atas dasar tersebut dimaksud maka peran dan kedudukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam
mendukung ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih maju dan unggul.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-ma-
sa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kual-
itas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu
“Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh,
maju dan modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”

Oleh karena itu, dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKl Jakarta yang dituang-
kan dalam dokumen Renstra, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi pembangu-
nan nasional dan Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM
Provinsi DKI Jakarta agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangatlah
perlu memperhatikan Visi dan Misi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN dan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Lembaga Administrasi
Negara RI (LAN RI).

Visi pembangunan nasional adalah “Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur”. Misi yang diemban un-
tuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu
menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan mas-
yarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik
luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hid-
up manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6)
mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi RPJMN dan setelah dipertajam dengan visi Kementerian PANRB: “Mewujudkan
Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Refor-
masi Birokrasi”, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mengembangkan Transparansi dan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; (2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;

Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; dan (4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan
Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga harus mendukung gerakan
reformasi birokrasi tersebut. Hal ini sudah ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM
dalam melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, da-
lam rangka mewujudkan birokrasi yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta
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mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan
Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran mengacu kepada salah satu
misi Kementerian PANRB, yaitu: Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Kompeten dan Kompetitif.

Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan visi “Mewujudkan
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”, yang diwujudkan melalui
pelaksanaan misi, yaitu: (1) Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan dalam Negeri;
(2) Menyelenggarakan Sertiikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan (3) Mengembangkan Kom-
petensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran
BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada ketiga misi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Selaku lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, program-program BPSDM Provinsi DKI
Jakarta selalu terkait dengan instansi pembina diklat, yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indo-
nesia (LAN RI). Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra
Lembaga Administrasi Negara Rl (LAN RI) yang menetapkan visi: “Sebagai Institusi Pembelajar Berke-
las Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government
Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mewujudkan SDM Aparatur ung-
gul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar
internasional; (2) Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan
berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten; (3) Mewujudkan Inovasi Administrasi
Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya
inovasi; dan (4) Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang
berkualitas dan berbasis elektronik.

Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan
Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada misi pertama LAN RI, yaitu Mewujudkan SDM Aparatur ung-
gul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar
internasional.

Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi DKl Jakarta dalam rangka pencapaian Tujuan Tahun
2023-2026, sebagai berikut:

a. Tujuan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tujuan pengembangan kompetensi
melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management.

b. Sasaran
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah BPSDM
Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen
perubahan dan penggerak partsipasi masyarakat.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2

T

o

g e

Target Kinerja Tujuan/

Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Tuj:::::;(sa::;ran Sasaran Pada Tahun ke -
2023 | 2024 | 2025 | 2026
pengembangan Peningkatan | Indeks Sistem 31 31 3] 31
kompetensi kompetensi Merit pada
melalui ASN dalam aspek dan Sub
penyelenggaraan | rangka Aspek Lingkup
pendidikan dan menciptakan | BPSDM
pelatihan serta agen Nilai Dimensi 38,7 388 | 389 39
peningkatan perubahan pengembangan
knowledge dan kompetensi
management penggerak pada indeks
partsipasi profesionalitas
masyarakat ASN

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap men-
genai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab Ill Laporan ini.

B. Rencana Strategis

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun
2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini mer-
upakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026
sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana
pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah
pelaksana Pembangunan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran men-
gacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan In-
struksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena
tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen
perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:

1. 6 Misi RPIPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;

2. 7 Agenda Pembangunan RPIJMN 2020-2024;

3. 5 Misi RPIMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;

4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi
kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut
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vaitu; dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi ma-
nusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi dima-
na pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan kompetensi
SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah lainnya. Den-
gan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat well-informed maka keung-
gulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar, hal tersebut selaras
dengan Tujuan dan Sasaran RPD.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-ma-
sa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kuali-
tas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu
“Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKl Jakarta, dalam rangka meningkatkan kap-
asitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh, maju dan
modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”

Kebijakan tersebut akan diwujudkan melalui serangkaian Isu Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan pembelajaran melalui Jakarta Corporate University (JakCorpu);

2. Learning Management System melalui Mobile Learning;

3. Kerjasama sektor publik dan privat dalam bentuk pengembangan kompetensi melalui Jakarta Public
Policy Center (JPPC);

4. Pengembangan kompetensi SDM pendukung program prioritas Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakar-
ta;

5. Sertifikasi Pegawai dalam rangka mewujudkan pegawaiyang memiliki integritas, kompetensi dan pro-
fesionalisme yang tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat;

6. Pelestarian asset berupa pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman operasional dan manajerial
melalui pelaksanaan program manajemen pengetahuan (knowledge management).

Berpijak pada tujuan dan sasaran tersebut serta dilandasi nilai-nilai budaya kerja BPSDM Provinsi
DKI Jakarta, yaitu: profesional, integritas, komitmen, inovatif, dan kerjasama, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
terus bertranformasi untuk menjadi lembaga pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional
dengan terus melakukan reformasi di segala aspek layanan dan peningkatan kapasitas kelembagaan
guna meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Pada tanggal 24 Mei 2023 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur
DKI Jakarta dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, yang
isinya antara lain:
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D. Program dan Anggaran

saM

Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah Pprovinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian anggaran pada BPSDM

Provinsi DKI Jakarta, terdapat dibawah ini:

Tabel 4.

Anggaran Belanja Tahun 2023

No ‘ Program ‘ APBD \ APBD Perubahan
1. Program Kepegawaian Daerah 18.687.949.398 17.660.314.630
2. Program Pengembangan Sumber Daya 64.180.768.549 40.623.302.320
Manusia
3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan 68.784.170.202 64.973.174.135
Daerah Provinsi
Jumlah 151.652.888.149 123.256.791.085

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
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BAB lllI.

AKUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja

kuntabilitas kinerja bukan sekadar sebatas catatan, melainkan cerminan sejauh mana setiap

langkah yang diambil olenh BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengarah pada pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah digariskan dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja menjadi pilar utama
dalam memetakan kesuksesan atau kegagalan setiap kegiatan, mengacu pada program dan kebijakan
yang dirancang untuk meraih tujuan dan sasaran organisasi.

Bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, pengukuran kinerja bukanlah sekadar rutinitas, melainkan suatu
perjalanan sistematis dan berkesinambungan. Inilah panggung evaluasi yang membuka tirai atas ke-
berhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023. Indikator kinerja bukan hanya
sekadar angka, melainkan representasi konkret dari pencapaian secara menyeluruh oleh BPSDM Provinsi
DKI Jakarta.

Pencapaian kinerja menjadi tolok ukur, sekaligus refleksi kontribusi dari setiap bagian BPSDM
Provinsi DKI Jakarta. Melalui langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun lalu, setiap
jajaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah turut berperan aktif dalam membentuk keseimbangan kinerja
yang menjadi sorotan.

Walau perjalanan tahun 2023 diwarnai oleh berbagai keberhasilan, kita tidak dapat menutup mata
terhadap kenyataan bahwa beberapa target masih berada di luar jangkauan. Namun, di balik setiap keg-
agalan, terdapat semangat untuk lebih baik, untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah ke
depannya.

Pada akhirnya, rincian tingkat capaian kinerja dari masing-masing indikator bukan hanya lemba-
ran angka, melainkan cerita yang hidup. Cerita tentang perjuangan, keberhasilan, dan kesungguhan dari
seluruh tim BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam merintis perjalanan yang tidak hanya mengukur kema-
juan, tetapi juga memberi arah untuk masa depan yang lebih gemilang.
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Tabel 5.

|  bpscm

Provinsi DKI Jakarta

Pelatihan yang Dilakukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

I?t:;:rhf:\ ‘ Nama Pelatihan ‘ zzr:;:;
1 Diklat Fungsional Pengelola Arsip Dinamis 60
2 Diklat Fasilitator Kearsipan 62
3 | Diklat Perencana 4
4 | Diklat Penilai Barang Milik Daerah (Appraisal) Dasar 46
TE 5 | Diklat Penilai Barang Milik Daerah (Appraisal) %
.% Lanjutan
g 6 | Diklat Instruktur 15
T 7 | Diklat Fungsional Per UU 17
E 8 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Madya 1
& 9 | Bimtek Jafung Penata Ruang 26
10 | Diklat Adpenda 25
1 | Diklat Pemeriksa Pajak 25
12 | Diklat Penliai Masal 30
13 | Diklat Penjenjangan Pol PP 30
14 Diklat Dasar Pol PP bagi Staf 601
= 15 Diklat Kepala Sekolah 606
E 16 Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 39
§ 17 Diklat Bendahara Pengeluaran 158
E 18 Diklat Bendahara Penerimaan 92
;E‘ 19 Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 323
i 20 | Diklat Pengelolaan Barang Daerah 153
21 Pengembangan Kompetensi Widyaiswara 42
22 | Pelatihan Dasar CPNS Golongan |, Il dan I 423
_.E: % 23 | Pelatihan Dasar PPPK 9.549
E ‘E 24 | Diklat Kepemimpinan TK. || -
'Q" 'z“ 25 | Diklat Kepemimpinan TK. [l 94
26 | Diklat Kepemimpinan TK. IV 313
27 | Diklat OSS RBA Online Single Submission Risk 157
,f;U £ Based Approach
E E 28 | Diklat Manajemen BLUD Corpu BLUD Pendidikan 30
,E ?_n 29 | Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana 123
B 30 | Diklat Komunikasi Publik 150
QE, 'q', 31 | Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum Bagi Panitia 31
@ Pengadaan Barang dan Jasa
- 32 | Manajemen Pengelolaan Gedung Rusun Corpu 121
% g _§ 33 | Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang 130
a < Disabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

\‘




;!eulzrhuar; o Nama Pelatihan
34 | Diklat Penyusunan Peraturan Gubernur
35 | Diklat Manajemen Kinerja 127
36 | Diklat Coaching & Mentoring 69
37 | Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintah 86
38 | Diklat Manajemen BLUD Kesehatan 182
39 | Diklat Komputer 38
40 | Diklat Manajemen Reses 31
41 | Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan 20
Berbasis Akrual
42 | Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan 34
43 | Diklat Pengendalian Sistem Intern Pemerintah 120
(SPIP)
44 | Diklat Manajermen Perencanaan Pembangunan 126
Daerah (MPPD)
45 | Diklat Manajemen Strategik 60
© 46 | Diklat Manajemen Proyek Corpu 30
% 47 | Bimtek Pengelolaan Aset 68
=T‘u 49 | Diklat Bahasa Inggris For Correspondence 30
E‘ 50 | Diklat Bahasa Inggris For Tourism 30
51 | Diklat Bahasa Inggris For Legal Drafting 20
52 | Diklat Bahasa Jepang Dasar 30
53 | Diklat Bahasa Mandarin 73
53 | Diklat Bahasa Prancis Dasar 30
54 | Diklat Pembangunan Berkelanjutan a5
55 | Diklat Stress Management 167
56 | Kerjasama Internasional 32
57 | Diklat Bekerja Penuh Makna 186
o 58 | Public Training 74
§ 59 | Workshop Build Communication Skills For 45
|¢:u Professional Success
% 60 | Workshop Tata Laksana Stunting Di Lingkungan 48
g Pemerintah Provinsi Dki Jakarta
: 61 | Workshop Implementasi Budaya Kerja Asn 50
2 Berakhlak
% 62 | Manajemen Terminal Penumpang 20
3 63 | Workshop Event Management 40
= i 64 | Pelatihan Hospitality And Customer Experience 40
% °§' E 65 | Pelatihan Penerapan Psikologi Perkembangan 45
2 g, Anak Sekolah Dasar
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Rumpun

Jumlah

Pelatihan e R siatha Peserta
66 | Diklat Penyusunan Standar Harga Satuan Dan 13
Analisis Standar Belanja
67 | Pelatihan Teknis Kesamaptaan Bagi Alumni 80
Pelatihandasar Cpns Ta 2022-2023
68 | Pelatihan Dan Sertifikasi Remote Pilot 1
69 | Pendidikan Dan Pelatihan Legal Opinion 4
70 | System Thinking And Decision Making 15
— 71 | Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi 81
g
o O
n
72 | Penyusunan Skema Dalam Rangka Sertifikasi 1
73 | Konsultasi pengembangan kompetensi 1
74 | Pengiriman Tugas Belajar 108
75 | Seleksi Pegawai Tugas Belajar 184
76 | Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan 10
77 | Akreditasi Kediklatan 1
é 78 | Sistem Manajemen Penjaminan Mutu 1
o 79 | Knowledge Management 1
é 80 | Pengelolaan Sistem Informasi 12
81 | Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan LCM, 2
AKK
82 | Penyusunan Kurikulum 12
83 | Penyusunan Modul 48
84 | Penyusunan Evaluasi Pasca Pelatihan 20
85 | Pendampingan Pembelajaran Berbasis Corpu 1

B. Capaian Strategis Kinerja

PSDM Provinsi DKI Jakarta mewujudkan transparansi dan keandalan dalam mengevaluasi ca-

paian kinerja dengan merangkul data dari beragam sumber yang dapat dipercaya. Setiap detail
dianalisis dengan cermat, termasuk data dari Indeks Profesionalisme ASN yang dikumpulkan melalui
instrumen yang telah melewati validasi yang dari Badan Kepegawaian Nasional.

Proses pengumpulan data bukanlah sekadar rutinitas, melainkan pencarian kebenaran yang me-
merlukan ketelitian dan validitas. Instrumen yang digunakan, termasuk menggunakan alat teknologji,
tidak hanya menjadi alat pengukur kuantitatif, melainkan representasi kualitatif dari pandangan ASN. Ini
adalah langkah nyata dalam menjalin hubungan yang kuat dan saling percaya antara BPSDM dan ASN.

Setiap hasil analisis capaian kinerja tidak hanya dipandang sebagai catatan, tetapi sebagai pan-
dangan mendalam yang menyusup ke setiap kriteria penilaian. Proses ini memastikan bahwa setiap
elemen penilaian bersinergi dan saling mendukung, menciptakan fondasi yang kokoh untuk evaluasi
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menyeluruh. Kami tidak hanya menganalisis pencapaian kinerja, tetapi juga memahami akar masalah
yang mungkin muncul pada setiap kriteria.

Dalam upaya memastikan konsistensi, hasil analisis tidak hanya diterima begitu saja. Kami melaku-
kan pengecekan ulang terhadap setiap kriteria dan mengkrosceknya dengan hasil analisis keseluruhan.
Keselarasan antara setiap kriteria penilaian dan hasil analisis menjadi kunci dalam memastikan integritas
dan keandalan evaluasi capaian kinerja BPSDM.

Analisis capaian kinerja di BPSDM bukan hanya sekadar melihat permukaan, melainkan mengek-
splorasi ke dalam setiap sudut dan celah untuk mengidentifikasi akar masalah. Ini adalah langkah kritis
dalam merinci langkah-langkah perbaikan dan memastikan BPSDM terus berkembang sebagai lemba-
ga yang responsif dan progresif.

Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis pada Perkin Tahun 2023 terdiri atas Indikator Tujuan dan Sasaran serta Kegiatan

Strategis Daerah (KSD) yang telah disepakati oleh para Kepala Perangkat Daerah, berikut realisasi

capaian Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, sebagaimana dijabarkan capaian

realisasi kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (target 38,7 dan realisasinya belum dirilis

oleh BKN untuk Tahun 2023)

Indikator ini merupakan tujuan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar hukum

yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Ta-

hun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator Indeks Profesionalitas diartikan sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk men-

gukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan se-

bagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria

yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN Dimensi kompetensi (40%).

Target, Pelaksana, Dan Prinsip Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan uraian sebagai

berikut:

1) Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di
lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah,;

2) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi
Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi;

3) Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementeri-
an Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelak-
sanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Metode pengukuran menggunakan dengan cara jumlah total hasil perkalian dari bobot dimen-

si/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara

mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara
dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).

Standar Dan Dimensi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a) Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui:

1) Dimensi Kualifikasi
(1) Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendi-

dikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
(2) Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan
Pengukuran;
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(3) Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS,

meliputi:

1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);

2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);

3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);

4) Pendidikan D-lll (Diploma Tiga);

5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/
sederajat; dan

6) Di bawah SLTA.

(4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan
S-3 (Strata Tiga);

b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2
(Strata Dua);

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1
(Strata Satu)/D-1V (Diploma Empat);

d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-IlI (Di-
ploma Tiga);

e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma
Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan

f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah
SLTA.

2) Dimensi Kompetensi

1) Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengem-
bangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksa-
naan tugas jabatan;

2) Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan

Pengukuran;

3) Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan;

b. Diklat Fungsional;

c. Diklat Teknis; dan

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

4) Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-
batan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelati-
han kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan jabatan www.peraturan.go.id 2019, No. 556 -9- yang didudu-
ki.

5) Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengi-
kuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

6) Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot pe-
nilaian sebagai berikut:
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a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-
batan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pen-
didikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan
fungsi jabatannya;

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan ad-
ministrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan
dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi
jabatannya;

c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan
pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua
puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum
mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang men-
dukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

7) Instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya dengan bobot
penilaian sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-
batan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti sem-
inar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/
workshop/kursus/ magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelak-
sana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya sesuai jabatan-
nya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

d. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum
mengikuti seminar/ workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

8) Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya tersebut dibuktikan
dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

3) Dimensi Kinerja

1) Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja
yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta
perilaku PNS.

2) Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Penguku-
ran.

3) Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai beri-
kut:

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan
puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tu-
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juh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam pu-
luh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu)
sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah
dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Dimensi Disiplin
1) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang
memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
2) Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
3) Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah
diterima yang mencakup:
a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang; dan
c. Hukuman disiplin berat.
4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin;
b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-
kat ringan;
c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-
kat sedang; dan
d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-
kat berat.
5) Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang telah mempunyai
keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
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RUMUS PENGUEURAN INDERKS PROFESIONALITAS ASN -

Eumus Pengukuran Indeks Profesionalitags ASN merupakan jumlah total hasil perkalian
dari  bobot dimensifindikator dikaliken  skor/nilai masing-masing  jawaban
dimensi/indikator.

Pengukurmn Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

- lpi = M} tR‘l}
P = IP
IP: = Wn - 'Rik
=]
=1IP; +IP; +1P; + IP, Py = Wy Ry,
1Py =We.= R
Keterangan: i 4m " Nam
P = Indeks Profesionalisme

IP, = Indcks Profesionalisme ke-i

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kom petensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimens: Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W,; *Ry; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

W, = R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

W, =Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

Wen * Ren = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-m

Sumber: Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kesimpulan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

1. Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi tergolong Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara
91-100;

2. Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi tergolong Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81—
90;

3. Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja tergolong Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71- 80;

4. Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin tergolong Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61- 70;

Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud diatas (1) mencakup bo-
bot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. yang bersumber dari
SIMPEG dan SAPK.

Target pada tahun 2022 tercapai sebesar 38,16 (Penilaian IP ASN Tahun 2022 sesuai dengan Surat
Direktur Jabatan ASN BKN RI Nomor 221.D/BM.02/SD/C.11/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 perihal hasil
pengukuran IP ASN di wilayah kantor regional BKN). Dengan rincian hasil Nilai Profesionalitas ASN se-
bagai berikut:
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Tabel 6.
Dimensi Nilai Profesionalitas ASN Tahun 2022

Dimensi Bobot Nilai Kategori
1. Kualifikasi 21,38
2. Kompetensi 3816
3. | Kinerja 23.87 Tinggi
4, Disiplin 4,99
Rata-Rata Nilai 88,4

BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengampu pada dimensi kompetensi dengan target 36, dan realisasi
capaian sebesar 38,16 atau sebesar 106%, sebagaimana telah diuraikan pada point 2 diatas yaitu tentang
Dimensi Kompetensi. Untuk perhitungan IP ASN Tahun 2023, berdasarkan Surat kepala BKD Provinsi DKI
Jakarta Nomor: e-0078/RB.02.07 tertanggal 4 Januari 2024, tentang Laporan Perhitungan Capaian Indeks
Profesionalitas ASN Tahun 2023, masih menunggu jawaban dari BKN Republik Indonesia.

2) Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM (target 31 dan realisasi 38,7);
Indikator ini merupakan tujuan yang kedua dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar
hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan Kepala Komisi
Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Definisi dari Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDM adalah ukuran yang digu-
nakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada aspek
Pengadaan (Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan bobot 2) dan Aspek
Pengembangan Karir (Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dengan bobot 2,5 dan Sub Aspek
Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan dengan bobot 2,5 serta Sub Aspek Pelaksa-
naan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai dengan bobot 2,5).
Cara atau metode pengukuran menggunakan (Metode Konsolidasi Lokasi) Penilaian mandiri sistem
merit terdapat 8 Aspek dengan total 37 Sub Aspek, BPSDM mengampu 2 Aspek dan didalamnya ter-
dapat 4 Sub Aspek dengan pembobotan sebagai berikut:
1) Pengadaan (Bobot 8), yang merupakan 1 Sub Aspek dari 5 sub aspek, yaitu Sub Aspek Pelaksanaan
Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan masing-masing mempunyai:
Kategori Skor 1 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar lebih dari setahun
setelah pengangkatan CALON PNS;
Kategori Skor 2 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 6-12 bulan
setelah pengangkatan CALON PNS;
Kategori Skor 3 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 1-5 bulan
setelah pengangkatan CALON PNS;
Kategori Skor 4 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatinan Dasar dilakukan langsung
(paling lama 1 bulan) setelah pengangkatan CALON PNS.
2) Pengembangan karir (Bobot 30), yang merupakan 3 Sub Aspek dari 10 Sub Aspek, yaitu:
a. Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan
kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, dengan masing-masing mempunyai:
Kategori Skor 1adalah belum menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan;
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Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran;

Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek (untuk tahun
berjalan);

Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek dan jangka
menengah dan ditetapkan oleh PPK;

b. Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dengan masing-masing mem-
punyai:

Kategori Skor 1adalah belum menyusun Program Diklat;

Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat;
Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan
kompetensi dan kinerja, namun masih bersifat umum;

Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan
kompetensi dan kinerja, sesuai kebutuhan individu;

c. Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai,
dengan masing-masing mempunyai:

Kategori Skor 1 adalah belum menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai;

Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai namun belum melaksanakannya;

Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai namun belum dilaksanakan secara terjadwal;

Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai dan sudah melaksanakannya secara terjadwal;

3) Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit:
(1) Kategori IV, nilai 30.87 - 38, sebutan Sangat Baik;
(2) Kategori lll, nilai 23.75 - 30.86, sebutan Baik;
(3) Kategori ll, nilai 16.62 - 23.74, sebutan Kurang;
(4) Kategori |, nilai 9.5 - 16.61, sebutan Buruk.

Berd
it BPSDM

No

la

asarkan rekomendasi Komisi ASN tentang penyelesaian tindaklanjut atas penilaian Sistem Mer-
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 7.
Penilaian Sistem Merit BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Link Data
Pendukung
https://bit.l enin
gkatkanjumlahpeg
awaivangmengikut

Rekomendasi
KASN
Meningkatkan
jumlah pegawai
yang mengikuti

Kriteria Keberhasilan

Aspek Penilaian

Pengembangan
Karir

Tersedianya laporan hasil
pelaksanaan program
pengembangan kompetensi baik

program secara klasikal dan non klasikal yang iprogrampengemb
pengembangan sekurang-kurangnya mermuat angankompetensis

informasi:

a. Perbandingan jumlah pegawai
Pemprov. DKI Jakarta yang
mengikuti program
pengembangan kompetensi
tahun 2022-2023%;

Jenis/daftar program
pengembangan kompetensi baik
secara klasikal dan non klasikal
yang dilakukan tahun 2023,

kompetensi setiap
tahunnya baik
secara klasikal dan
non klasikal

etiaptahunnyabaik
secaraklasikaldann
onklasikal
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Aspek Penilaian

1b

Rekomendasi
KASN

2. Tersedianya infografis pelaksanaan

Kriteria Keberhasilan

program pengembangan

kompetensi baik secara klasikal dan

non klasikal yang sekurang-
kurangnya memuat informasi:

a. Perbandingan jumlah pegawai
Pemprov. DKI Jakarta yang
mengikuti program
pengembangan kompetensi
tahun 2022-2023;

b. Jenis/daftar program
pengembangan kompetensi baik
secara klasikal dan non klasikal
yang dilakukan tahun 2023,

2p

Link Data

Pendukung
https://bitly/Tersed
ianyainfografispela
ksanaanprogramp
engembangankom
petensibaiksecarak
lasikaldannonklasik
al

Meningkatkan
konsistensi
pengiriman
pegawai untuk
mengikuti diklat
kepemimpinan

Tersedianya laporan hasil
pelaksanaan diklat kepemimpinan
yang sekurang-kurangnya memuat
informasi terkait perbandingan
jumlah pegawai Pemprov. DKI
Jakarta yang mengikuti diklat
kepemimpinan tahun 2022-2023;

https://bitly/Menin

gkatkanjumlahpeg
awaivangmengikut
iprogrampengemb
angankompetensis

etiaptahunnyabaik
secaraklasikaldann

onklasikal

lc

. Tersedianya infografis pelaksanaan

diklat kepemimpinan yang sekurang-
kurangnya memuat informasi terkait
perbandingan jumlah pegawai
Pemprov. DKI Jakarta yang
mengikuti diklat kepemimpinan
tahun 2022-2023;

https://bit.ly/Tersed
ianyainfografispela
ksanaanprogramp
engembangankom
petensibaiksecarak
lasikaldannonklasik
al

Melaksanakan
program magang
secara rutin dan
melakukan
evaluasi dampak
pelaksanaan
program magang
terhadap
pengembangan
kompetensi
pegawai

Tersusunnya laporan hasil
pelaksanaan program magang yang
sekurang-kurangnya memuat
inforrmasi terkait:

a. jenis program magang yang
dilaksanakan tahun 2023;

b. jumlah peserta/pegawai yang
dikirim untuk mengikuti program
magang,

¢. Dokumentasi
program magang.

pelaksanaan

https://bitly/Tersus
unnyalaporanhasil
pelaksanaanprogra
mmagang

. Tersusunnya laporan evaluasi

dampak pelaksanaan program
magang terhadap pengembangan
kompetensi pegawai.

https://bit.ly/Tersus
unnyalaporanevalu
asidampakpelaksa
naanprodgrammadg
angterhadappeng
embangankompet
ensipegawai

Berdasarkan penilaian mandiri terhadap Sistem Merit yang dilakukan oleh BKD dan BPSDM Provinsi

DKI Jakarta untuk Tahun 2023, sebagaimana daftar terlampir dibawah ini:
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Provinsi DKI Jakarta

3) Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan
Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam RPD Tahun 2023 — 2026 adalah hasil perhitun-
gan terhadap diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM dengan metode Pengukuran: (Jumlah Diklat Yang
Dilaksanakan BPSDM dibagi Jumlah Kebutuhan Diklat x 100%), bahwa target di tahun 2023 sebesar
60%, dan capaian realisasi sebesar 74,58% (melebihi target), dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Diklat sebanyak 132 Jenis Diklat
Jumlah Kebutuhan Diklat sebanyak 177 Jenis Diklat.
Persentase Target sebesar 60 % dengan Realisasi Capaian sebesar 74,58 % atau sebesar 124,29 %.

4) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (target APD-P dan realisasi APBD-P)

Merupakan indikator yang dihitung dari presentase serapan anggaran, presentase efisiensi, dan pre-

sentase output, diukur dari 3 (tiga) komponen berikut:

1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan den-
gan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan ang-
garan maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran = 80%.
Apabila serapan anggaran di bawah< 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persen-
tase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak
termasuk dana transfer dari pemerintah pusat;

2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari sub kegiatan yang target sasaran-
nya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur.
Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu
dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya;

3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan (output). Realisasi pen-
capaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

Serapan Anggaran = 80% dan output 100%

Realisasi = (40%) + (% efisiensi X 10%) / 20%) + (50%)

Serapan Anggaran < 80% dan ouput < 100% (Realisasi=(Penyerapan Anggaran X40%)+(pencapa-

ian output X50%))

SerapanAnggaran = 80%, namun output < 100%

Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)
Anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 123.256.791.085 dengan realisasi Anggaran sebesar
111.828.250.748 (90,73%), capaian ini didapatkan dari rata-rata persentase Kualitas Pelaksanaan Ang-
garan pada Bidang dan UPT di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
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Tabel 8.

Rekap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Bidang/UPT

Sekretariat

Kualitas Pelaksanaan Anggaran

62.585.234.558

Realisasi
59.823.893.257

Provinsi DKI Jakarta

95,59%

Bidang
Pengembangan
Kompetensi Dasar,
Manajerial dan
Fungsional

28.735.362.233

24.619.386.662

85,68%

Bidang Analisis
Kebutuhan,
Perancangan,
Pengembangan dan
Evaluasi

1,725,159,000

1.724.659.000

99,97%

Bidang Penjaminan
Mutu, Tugas Belajar
dan Sertifikasi
Kompetensi

19,367,979,659

15.001.445.484

77,45%

Kepala UPT Pusat
Data dan Informasi
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

1,017,772,685

992,393,829

97.51%

Kepala UPT Pusat
Pengembangan
Kompetensi dan
Kebijakan Publik

9.825.282.950

9.666.472.516

98,38%

TOTAL

123.256.791.085

111.828.250.748

90,73%

Sumber: Sub Bagian Keuangan BPSDM

Rekapitulasi diatas didapatkan dari serapan anggaran masing-masing, output setiap sub kegiatan
serta efisiensi anggaran pada tahun 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:
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2. a. Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala
BPSDM Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu:
Sasaran Strategis;
Sasaran Khusus;
Sasaran Operasional.

Tabel 15.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 - 2023

Indikator Capaian

Sasaran Ctims
Kinerja Realisasi Realisasi | Tahun 2023

Sasaran Strategis

1 Pengembangan Indeks Sistem Indeks 3l 3355 3 38 123%
Kompetensi Merit pada (Berdasarka
Melalui Aspek dan n nilai yang
Penyelenggaraan | Sub Aspek diperoleh
Pendidikan dan Lingkup pada e-
Pelatihan Serta BPSDM SAKIP
Peningkatan Bappeda
Knowledge Provinsi DKI
Management Jakarta)

2 Peningkatan Nilai Dimensi Nilai 312 3816 387 Data 3816
Kompetensi ASN Pengembanga belum | (Penilaian IP
Dalam Rangka n Kompetensi rilis ASN Tahun
Menciptakan Agen | pada Indeks 2022 yang
Perubahan dan Profesionalitas dikeluarkan
Penggerak ASN oleh BKN RI)
Partisipasi
Masyarakat

3 Berkermbangnya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Kapasitas, penyelesaian {Berdasarkan
Profesionalitas, dan | rencana aksi penilaian
Iklim Kerja Aparatur| KSD pimpinan)

Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang
Profesional
Sub KSD

Peningkatan
Profesionalitas
SDM Pemprov

DKl Jakarta
4 Berkurangnya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%

Ketimpangan Serta | penyelesaian (Berdasarkan
Terjaminnya rencana aksi penilaian
Pemenuhan KSD pimpinan)
Kebutuhan Dasar Penanggulang
dan Perlindungan an Kemiskinan
Sosial Sub KSD

Penghormatan

, Pelindungan,

Dan

Pemenuhan

Hak

Penyandang

Disabilitas
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Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

Target

2 bpsam

% Provinsi DKI Jakarta

Realisasi

Capaian
Tahun 2023

5 Terakselerasinya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Transformasi Digital| penyelesaian (Berdasarkan
dan rencana aksi penilaian
Pengembangan KSD pimpinan)
Ekosistem Kota Peningkatan
Cerdas Tata Kelola

Permerintahan
yang
Profesicnal
Sub KSD
Transformasi
Digital

6 Tercapainya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Perbaikan penyelesaian (Berdasarkan
Manajemen dan rencana aksi penilaian
Arsitektur Kinerja KsD pimpinan)
Pemerintah Peningkatan

Tata Kelola
Pemerintahan
yang
Profesicnal
Sub KsD
Perwujudan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)

Sasaran Khusus

7 Terwujudnya QOpini lapeoran  [Anggaran 3 3 3 3 3
penyelenggaraan Keuangan {Berdasarkan
pemerintahan penilaian
yang taktis dan pimpinan)
adaptif

8 Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Pemanfaatan E- Pemanfaatan (Berdasarkan
Purchasing E-Order penilaian
dalam pimpinan)
Pengadaan
Barang dan Jasa

9 Terimplementasiny | Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
arencana strategis | implementasi {Berdasarkan
komunikasi publik | rencana penilaian
untuk program- strategi pimpinan)
prograrm umurm komunikasi
dan unggulan publik
Perangkat Daerah | program

unggulan atau
program
umum serta
respon
perangkat
daerah pada
saat krisis
komunikasi
program.
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Sasaran

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian
Tahun 2023

Barang Tahun
2023 di
masing-
masing
PD/UKPD

10 | Terwujudnya tata Predikat SAKIP| Predikat | Predikat |Predikat AA 82 88,45 88.45
kelola Perangkat AA 96,66 (Berdasarkan
pemerintahan Daerah Tahun A 91 surat
dan keuangan 2023 Inspektur
daerah yang Provinsi DKI
transparan dan Jakarta
akuntabel No.5029/PA.0

2.02 Tanggal
27 Desember
2023 Perihal
Hasil Evaluasi
Atas
Implementasi
SAKIP
Perangkat
Daerah
Tahun 2023)

n Meningkatnya Persentase Persen - - 100 100 100%
Pengelolaan Arsip Arsip Aktif (Berdasarkan
pada Perangkat dalam Daftar hasil kalkulasi
Daerah Arsip Aktif perhitungan

tarikan data

dari e-office
yang telah
divalidasi
pimpinan)

12 | Terwujudkannya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
tata kelola SDI progress (Berdasarkan
yang baik melalui pengumpulan penilaian
permenuhan data sesual pimpinan)
daftar data daerah | daftar data dan

batas waktu
pengumpulan
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Gubernur

13 | Terkelolanya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
Keuangan Daerah | Inventarisasi (Berdasarkan
yang Sehat, BEMD berupa penilaian
Transparan, dan Cedung dan pimpinan)
Akuntabel Bangunan

pada
Pengguna
Barang
dan/atau
Kuasa
Pengguna
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Indikator Capaian
Sasaran 3 Satuan
Kinerja Target | Realisasi| Target |Realisasi| Tahun2023
14 | Peningkatan Persentase Persen - - 80 100 100%
penggunaan realisasi (Berdasarkan
produk dalam belanja surat Plh.
negeri barang/jasa Kepala Dinas
bersertifikat Perindustrian
TKDN, produk ;
dalam negeri, Perdagangan
dan/atau , Koperasi,
produk usaha Usaha Kecil
mikro kecil dan dan
koperasi dari Menengah
hasil produksi Provinsi DKI
dalam negeri Jakarta
selaku Ketua
Harian Tim
P3DN
Provinsi DKI
Jakarta No. e-
0010/P1.03
Tanggal 4
Januari 2024
Perihal
Penghitunga
n Capaian
P3DN Kepala
Perangkat
Daerah dan
Kepala Biro
Setda Tahun
2023
Jumlah ASN Orang - - 102 N4 114 Orang
anggota Tim (Berdasarkan
P3DN pada penilaian
Perangkat pimpinan)
Daerah dan
Biro Sekretariat]
Daerah yang
mengikuti
pengembanga
n kompetensi
terkait P3DN
15 | Terimplementasiny | Persentase Persen - - 100 100 100%
a Pengembangan Implementasi (Data
Kompetensi ASN Pengembanga realisasi yang
Pemerintah n Kompetensi ditarik
Provinsi DKI Jakarta| ASN langsung dari
20 Jam Pelajaran Pemerintah Portal
pertahun Provinsi DKI Informasi
Jakarta 20 Jam Kompetensi
Pelajaran Aparatur
pertahun (PIntAr)
BPSDM
Provinsi DKI
Jakarta)
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Sasaran

Meningkatnya
Manajemen
Pengetahuan

Indikator
Kinerja

Persentase
penyelesaian
tahapan
manajemen
pengetahuan

Satuan

Persen

Target

Realisasi

Target
100

Realisasi
100

Capaian
Tahun 2023

100%
(Berdasarkan
Nota Dinas
Kepala
BPSDM
Provinsi DKI
Jakarta
Nomor e-
0087/DL.01.0
0 Tanggal 15
Desember
2023 Perihal
Laporan
Capaian
Target
Sasaran
Khusus
Perjanjian
Kineria
Kepala
Perangkat
Daerah
Tahun 2023
dengan
Sasaran
Meningkatny
a Manajemen
Pengetahuan

)

Implementasi
Penerapan

Manajemen Risiko

Persentase
Implementasi
Penerapan
Manajemen
Risiko

Persen

100

100

100%
(Berdasarkan
Berita Acara
Realisasi
Sasaran
Khusus
Perjanjian
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tahun 2023
yang telah
diverifikasi
oleh
Inspektorat
Provinsi DKI
Jakarta)
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Sasaran

Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi

Realisasi

Capaian
Tahun 2023

18 | Tercapainya Target | Presentase Persen - - 71 96,51 96,51%
Kinerja Anggaran Nilai Kinerja (Berdasarkan
atas Aspek Anggaran atas Surat
Implementasi aspek Penyampaian

Implementasi Target
Kinerja
Anggaran
Atas Aspek
Implermentasi
dari Kepala
BPKD
Provinsi DKI
Jakarta
Nomor e-
0894/UD.02
tanggal 19
Desember
2023)
|[Sasaran Operasional

19 | Terselesaikannya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
Tindak Lanjut capaian (Berdasarkan
Arahan Gubernur penyelesaian penilaian

Tindak Lanjut pimpinan}
Arahan
Gubernur

20 | Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
penyelesaian capaian (Berdasarkan
pengaduan penyelesaian penilaian
masyarakat pengaduan pimpinan)

masyarakat

21 | Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
penyelesaian tindak| progress (Berdasarkan
lanjut rekomendasi | penyelesaian penilaian
temuan hasil tindak lanjut pimpinan)
pemeriksaan rekomendasi
eksternal (BPK) temuan hasil

pemeriksaan
eksternal (BPK)

Sumber: Olah Data
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diatas, BPSDM Provinsi DKI Jakarta didukung dengan
2 (dua) Program Prioritas dan 1 (satu) Program penunjang sebagai berikut:

Tabel 16.
Realisasi Anggaran APBD-P Tahun 2023

Program Anggaran APBD-P | Realisasi Persentase

1. Program Kepegawaian Daerah 17.660.314.630 13.413.245.541 75,95%
o, | Program Pengembangan 40.623.302.320 36348935244 89,48%

Sumber Daya Manusia

Program Penunjang Urusan
3. . . 64.973174.135 62.066.326162 95,53%

Pemerintahan Daerah Provinsi

Total Anggaran 123.256.791.085 111.828.506.947 90,73%

Sumber: Olah Data
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b. Capaian Sasaran dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2023
1) Capaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, tidak hanya be-
rasal dari nafas tujuan dan sasaran BPSDM semata, tetapi juga mendapatkan dorongan kuat dari denyut
jantung Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dalam peran ganda yang diemban, BPSDM tidak hanya menja-
di penanggung jawab utama beberapa KSD, melainkan juga terlibat secara integral dalam menentukan

kesuksesan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya.

Ketika melibatkan diri dalam membentuk dan melaksanakan KSD, BPSDM mengukir jejaknya se-
bagai garda terdepan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2023 sd
2026. Setiap sasaran strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan ambisi internal BPSDM, tetapi
juga dipengaruhi oleh harmonisasi dengan prioritas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang berpengaruh

pada perkembangan daerah antara lain:
a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta,

Output: Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019

s.d. 2023;

Kriteria keberhasilan yaitu Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP

yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023;

Ukuran Keberhasilan: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019

s.d. 2023. Target capaian 90%;

No Periode

Tabel 17.
TLHP APIP Selesai Ditindaklanjuti

Realisasi

1. BO6

Target Capaian
TLHP APIP selesai
ditindaklanjuti atas
LHP yang terbit
periode tahun 2019
s.d. 2023. Target
capaian 90%

Target
100%

100%

Keterangan
Tersedianya Berita Acara
Hasil Verifikasi Inspektorat.
Catatan untuk SKPD yang
belum mempunyai temuan
dan rekomendasi hasil
pengawasan APIP, maka
persentase capaian KSD
dinilai 100%. TLHP APIP
selesai ditindaklanjuti atas
LHP yang terbit periode
tahun 2019 s.d. 2023. Target
capaian 20%.

Catatan Verifikator: Target
Tercapai.

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta,

Output: Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJILP se-

suai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;

Kriteria keberhasilan yaitu Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satu-

an Harga PJLP sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;

Ukuran Keberhasilan: Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP

sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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Tabel 18.
Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP

Periode Target Capaian Target Realisasi Keterangan
BOS Rencana 100% 100% Tersusunnya Laporan

Kebutuhan Jenis Rencana Kebutuhan Jenis
Pekerjaan, Jumlah, Pekerjaan, Jumlah, dan
dan Satuan Harga Satuan Harga PJLP sesuai
PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022.
Kepgub 1195 Tahun Catatan Verifikator: Target
2022 Tercapai.

c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKl Jakarta,

Output:

1) Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengemban-
gan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026);

2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d.
2023.

Kriteria keberhasilan yaitu

1) Tersedianya Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;

2) Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun
2019 s.d. 2023.

Ukuran Keberhasilan:

1) Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, me-
liputi perencanaan 4 tahun dan implementasi;

2) TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target
capaian 95%
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Tabel 19.
Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

No Periode Target Capaian | Target \ Realisasi Keterangan

1 B12 Laporan Hasil Kajian 100 100 Tersusunnya Laporan
Pengembangan Hasil Kajian
Kompetensi SDM Pengembangan
Pemerintah Provinsi Kompetensi SDM
DKI Jakarta, meliputi Pemerintah Provinsi
perencanaan 4 tahun DKI Jakarta, meliputi
dan implementas;; perencanaan 4 tahun

dan implementasi

Catatan Verifikator:

Target Tercapai.
2. B12 Penyelesaian Tindak 100 100 Tersedianya Berita
Lanjut Hasil Acara Hasil Verifikasi
Pengawasan APIP atas Inspektorat. Catatan
LHP yang terbit untuk SKPD yang
periode 2019 s.d. 2023 belum mempunyai

temuan dan
rekomendasi hasil
pengawasan APIP,
maka persentase
capaian KSD dinilai
100%.

TLHP APIP selesai
ditindaklanjuti atas
LHP yang terbit
periode tahun 2019
s.d. 2023. Target
capaian 95%

Catatan Verifikator:
Target telah tercapai.

d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Program: Transformasi Digital
Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE
Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan
Kompetensi SDM SPBE;
Ukuran Keberhasilan: Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perang-
kat Daerah.
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Tabel 20.
Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah

No Periode Target Capaian Target Realisasi Keterangan
1. BO6 Pemetaan Kebutuhan 100 100 Tersedianya
Peningkatan Pemetaan Kebutuhan
Kompetensi SDM SPBE Peningkatan
pada Perangkat Kompetensi SDM
Daerah SPBE pada Perangkat
Daerah
Catatan
Verifikator: Target
Tercapai.

e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Program: Transformasi Digital
Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE
Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan
Kompetensi SDM SPBE.
Ukuran Keberhasilan: Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE memuat: 1. Laporan Ke-
giatan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis
pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infra-
struktur SPBE) pada tahun 2023 2. Hasil Reviu Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia
tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, kea-
manan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada Perangkat Daerah.

Tabel 21.
Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

No Periode Target Capaian Target Realisasi Keterangan
1. B0O9 Laporan 100 100 Tersedianya
Pengembangan 1. Laporan Kegiatan
Kompetensi SDM SPBE Pengembangan
memuat: kompetensi
1. Laporan Kegiatan Sumber Daya
Pengembangan Manusia tentang
kompetensi SPBE (bidang
Sumber Daya proses bisnis
Manusia tentang pemerintahan,
SPBE (bidang arsitektur SPBE,
proses bisnis data dan
pemerintahan, informasi,
arsitektur SPBE, keamanan SPBE,
data dan informasi, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE, infrastruktur
aplikasi SPBE, dan SPBE) pada tahun
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No

Periode Target Capaian \ Target Realisasi Keterangan

infrastruktur SPBE) 2023
pada tahun 2023; 2. Hasil Reviu

2. Hasil Reviu Pemenuhan
Pemenuhan Kompetensi
Kompetensi Sumber Daya
Sumber Daya Manusia tentang
Manusia tentang SPBE (bidang
SPBE (bidang proses bisnis
proses bisnis pemerintahan,
pemerintahan, arsitektur SPBE,
arsitektur SPBE, data dan
data dan informasi, informasi,
keamanan SPBE, keamanan SPBE,
aplikasi SPBE, dan aplikasi SPBE, dan
infrastruktur SPBE) infrastruktur
pada Perangkat SPBE) pada
Daerah. Perangkat

Daerah.
Catatan Verifikator:
Target Tercapai

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Program: Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Output:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional
dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;

2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;

3) Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

Kriteria keberhasilan:

1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional
dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;

2) Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;

3) Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

Ukuran Keberhasilan:

1) Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang
tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis);

2) Evaluas terdiri dari:
a. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022;
b. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022;

3) LKIP:
a. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022;
b. Screenshot LKIP telah terupload pada website esrmenpan.go.id
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No

Periode

Tabel 22.

Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja

Target Capaian

Target

Realisasi

2 bpsam

B| e Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

1. BO3 Dokumen Rancangan 100 100 Tersedianya Dokumen
Final Perjanjian Kinerja Rancangan Final
(Eselon 2) (menunggu Perjanjian Kinerja
keputusan tentang (Eselon 2) (menunggu
tambahan sasaran keputusan tentang
khusus dan sasaran tambahan sasaran
strategis) khusus dan sasaran

strategis)

Catatan
Verifikator: Target
telah tercapai.

2. BO3 1. Dokumen hasil 100 100 Tersedianya Dokumen
evaluasi Renja hasil evaluasi Renja
Perangkat Perangkat Daerah TW
Daerah TW IV Tahun IV Tahun 2022
2022; dan Dokumen

2. Dokumen evaluasi evaluasi Kinerja
Kinerja Eselon 2,3, 4 Eselon 2,3, 4 TW IV
TW IV Tahun 2022; Tahun 2022.

Catatan Verifikator:
Target telah tercapai.

3. BO3 Dokumen LKIP 100 100 1. Tersusunnya
Perangkat Daerah Dokumen LKIP
Tahun 2022; Perangkat Daerah
Screenshot LKIP telah Tahun 2022;
terupload pada 2. Tersedianya
website Screenshot LKIP
esr.menpan.go.id yang telah

terupload pada

website

esr.menpan.go.id
Catatan Verifikator:
Target telah tercapai.
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2) Capaian Sasaran Khusus
a. Opini laporan keuangan daerah (Target 3 Nilai (WTP), realisasi WTP) Berdasar UU No 15 Tahun

2004 terdapat 4 jenis Opini yang diberikan BPK Rl atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah yaitu :

1) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan
Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apa-
bila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

2) Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang
diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas
tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa lap
keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar semua material, posisi keuangan,
hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
kecuali untuk dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan
keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penilaian WTP, yang merupa-
kan penilaian paling baik dari jenis penilaian yang diberikan BPK.

b. Persentase Pemanfaatan E-Order

Sebagai indikator dari Sasaran Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan
Barang dan Jasa. Pelaksanaan e-Order tidak hanya pada BPSDM, yang akan dikeluarkan lapo-
ran penggunaan e-Order setiap bulannya oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan e-Order harus dilaporkan setiap Triwulan nya kepada Asisten
pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan e-Order pada BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta didasarkan pada Anggaran Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Jamuan
Tamu dan Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan, dimana terdapat pengecualian terhadap
belanja Air Mineral Galon, Kopi, Teh dan Gula bisa tidak masuk ke dalam pengadaan meng-
gunakan system e-Order tersebut. Berdasarkan riwayat transaksi pemesanan pada e-Order,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 telah melakukan (jumlah)
transaksi melalui e-Order dengan Nilai Realisasi Belanja e-order sebagai berikut:
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Kode

Tabel 23.
Pelaksanaan e-order

B| e Provinsi DKI Jakarta

‘ Belanja Anggaran ‘ Realisasi ‘

Rekening

1 51.02.01. Belanja Makanan 490.662.000 490.662.000 100
01.0052 dan Minuman
Rapat
2 51.02.01. Belanja Makanan 621.995.000 621.995.000 100
01.0053 dan Minuman
Jamuan Tamu
3 51.02.01. Belanja Makanan 2.085.796.000 2.085.796.000 100
01.0058 dan Minuman
Aktivitas
Lapangan
TOTAL 3.198.453.000 3.198.453.000 100

Seluruh Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Tamu serta Aktivitas Lapan-
gan telah dilakukan seluruhnya melalu e-order dan seluruh transaksi telah selesai dibayarkan oleh
Bendahara, sehingga realisasi e-Order Tahun 2023 pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai
100%. Seluruh bukti capaian pelaksanaan e-Order diinput ke dalam system e-TPP Kepala BPSDM
dan divalidasi oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada - Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakaria

Dari Kepala BPSDM Provinsi DK Jakarta
Nomor e-0001/DL.01.02
Lampiran
Hal : Laporan Realisasi e-Order Triwulan IV Tahun Anggaran 2023
Perjanjian Kinerja F gkat Daerah pada Sasaran Khusus yaitu

gkatnya F E-PL g dalam P d Barang dan Jasa dengan
Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan E-Order, dengan ini saya sampaikan laporan
realisasl e-Order triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebagal berikuti:

Berdasarkan data monitoring BPPBJ Provinsi DKl Jakarta bahwa realisasi e-order
sabesar 100% sebagaimana tabel dibawah ini

[NO. | URAIAN | REALISASI | REALISASI | KET. |
| | | ANGGARAN (Rp) | E-ORDER (Rp)
[l 2 ] £ 1 4 | 3 |
1 | Belanja Makanan dan 2,085.796.000 2085796000 | 100%
| Minuman Aktivitas
|| Lagengsn I I I o
| 2 | Belanja Makanan dan 621.695.000 621995000 | 100%
Minuman Jamuan
| |Temu S I=- |
3 | Belanja Makanan dan 490.882.000 490662000 | 100%
Minumen Fapel

JUMLAH | 3106453000 3198453000 100% |

Demi saya ikan, mohon perk arahan Bapak lebih lanjut. Atas perhatian
Bapak, saya ucapkan lerima kasih

~Jakaits) 2 Januari 2024
Kepala Bafmﬁmge‘mhman Sumber Daya Manusia
{ Provins! DK| Jakarta,

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DK! Jakarta,
2. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta

Gambar 1. Realisasi e-Order Tahun 2023
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c. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan ung-
gulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: (target 100%, realisasi 100%). Merupakan pelaksanaan dari
sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum
dan unggulan Perangkat Daerah, aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam indikaotr ini antara
lain:
1) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat
Daerah;
2) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun ed-
itorial plan lingkup Provinsi;
3) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun
waktu <6 Jam;
4) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa
atau media sosial atau aktivasi luar ruang.
Penghitungan:
Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program
umum per triwulan;
Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan;
Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat
krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam;
Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per
triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per
triwulan.

Adapun Realisasi sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%

Cara pencapaian dalam indikator ini dengan melaporkan segala bentuk rencana kerja pelayanan
yang telah dilaksanakan bagi ASN Provinsi DKI Jakarta dan melakukan Publikasi di dalam media
sosial BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan dilaporkan ke dalam website https:/komunikasijakarta.
go.id, berikut contoh yang dilaporkan dalam indikator ini sebagai berikut:

=

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA T Bt Uil
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA —y - =

NOTA DINAS

Kepada ¥ih. Bapak Asisten Pemenintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI
Jakarta

Nomar 023k I o) &

Sifat . Pm"ﬂlnq il

Lampuran -

Hal Laporan Roalisasi Publikasi Materi Komunikasi Perkin Strategl
Komunikasi Triwutan IV Tahun 2023

Dalam Rangka Realisasi Publicasi Materi Komunikasi Perkin Strategi Komunikas!
Triwutan IV Tahun 2023, telah dilaknanakan tindak lanjut sebagai berikut
1. Badan Pangembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provins! DKI Jakarta S ooy
tislah mempublikasikan Program alau Kegiatan Pengambangan Sumbaer Daya
Aparatur
2. Terkalt program dimaksud, BPSDM Provinsi DHI Jakarta tolah melakukan
kampanys dan sosiaksasi balk dalam bentuk pambuatan dan penysbarunrsan
webinar series, podcast, produksi dan penayangan maten infografis, produks!
dan materi video gratis.
3. Pelaksanaan dan realisasi program  dimaksud telah  dinput  pada - B b g e b Ty
httpsc/komunikasi jakarts go id =

Realisasd Strategi Komurikast e [

Demikian laporan nl b atas Bapak di tenma pre— [
lasih dan mohon arahan lebih lanjut s

Jakarta, 27 Dasomber 2023

Kepals BadSn Pengembangan Sumber Daya Marusia
£ _ Provinsi DKI Jakarta,

Tigsaie e

Pstavaria D e

-~ MOCH IFTAHULLOH T
NIP197812131967111001

Tambusan
P Kopala Dinas Komuniiasi, informatika, dan Statistik Provinsl DKI Jakarts

Gambar2.
Hasil Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Tahun 2023
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Provinsi DKI Jakarta

d. Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023, realisasi 85,42 (A)

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kiner-
ja. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri dari evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja
yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capa-
ian kinerja. Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%,
pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian
kinerja dengan bobot 20%. Adapun SAKIP Tahun 2023 dirilis oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakar-
ta berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 5029/
PA.02.02 tertanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat
Daerah Tahun 2023, dilaporkan bahwa Hasil SAKIP Tahun 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta men-
capai Nilai Realisasi 88,45 (A) dari target 82 (A) dan berada pada peringkat ke 14 dari 42 Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dibawah ini Hasil SAKIP dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta:

Nilai Evaluasi
Implementasi
No Perangkat Daerah SAKIP
Tahun 2023
Nilai | Predikat

13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI | 88,65 A
Jakarta

14 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi | 88,45 A
DKI Jakarta

15 | Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 88,30 A

16 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu | 87,55 A
Pintu Provinsi DKI Jakarta

17 | Kota Administrasi Jakarta Pusat 87,25 A

18 | Kota Administrasi Jakarta Utara 87,25 | A

19 | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 87,05 | A

20 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 87,05 A
Provinsi DKI Jakarta

21 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 86,55 A
Daerah Provinsi DKI Jakarta

22 | Sekretariat Dewan 86,55 A

23 | Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 86,35 A

24 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi | 86,10 A
DKI Jakarta

25 | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 86,05 A

26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI | 8565 A
Jakarta

27 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | 85,45 A
Provinsi DKI Jakarta

28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI | 85,05 A
Jakarta

29 | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi | 84,35 A
DKl Jakarta

30 | Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi | 84,05 A
DKI Jakarta

31 | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 83,55 A

32 | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 83,55 A

33 | Kota Administrasi Jakarta Barat 83,45 A

34 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak | 83,10 A
Pengendalian Penduduk Provinsi DK Jakarta

35 | Kota Administrasi Jakarta Selatan 83,05 A

36 | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 82,80 A

37 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 81,05 A
Provinsi DKI| Jakarta

38 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 80,95 A

Gambar 3.
Hasil Penilaian SAKIP
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e. Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023

Penilaian Mandiri Sistem Merit di BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 menja-
di cermin ketekunan dan dedikasi organisasi dalam mengukur kualitas dan kinerja internal. Pada
tahap ini, lembaga mengadopsi pendekatan yang holistik untuk mengevaluasi implementasi sistem
merit, mencakup aspek pengelolaan SDM, pelaksanaan program pelatihan, dan efektivitas kebija-
kan internal.

Dalam pengelolaan SDM, BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa rekrutmen,
promosi, dan mutasi dilakukan sesuai dengan prinsip meritokrasi, di mana penilaian kinerja dan
kompetensi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Proses evaluasi ini tidak hanya
menilai pencapaian individu, tetapi juga mengevaluasi efektivitas tim, mendorong kolaborasi dan
saling dukung di seluruh organisasi.

Pada tingkat program pelatihan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Evaluasi mencakup efektivitas desain program
pelatihan, partisipasi aktif dari pegawai, dan dampak positif yang dihasilkan terhadap kinerja mere-
ka.

Selain itu, dalam konteks kebijakan internal, penilaian mandiri sistem merit juga memerhatikan se-
jauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang
adil, transparan, dan mendorong pertumbuhan profesional. Evaluasi ini mencakup keberlanjutan
implementasi kebijakan dan upaya untuk terus meningkatkan sistem merit sebagai landasan uta-
ma manajemen SDM di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023 di BKD dan BPSDM Provinsi DKI
Jakarta mencerminkan semangat organisasi untuk memastikan bahwa prinsip meritokrasi terus
ditegakkan, pegawai terus berkembang, dan kebijakan internal terus beradaptasi dengan dinamika
kebutuhan. Penekanan pada evaluasi holistik ini memperkuat peran BPSDM Provinsi DKI Jakarta
sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola SDM dengan bijak tetapi juga berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pegawai yang terampil dan berkompe-
ten.

Dibawah ini Hasil Penilaian Sistem Merit di Provinsi DKI Jakarta:

1= R —— T ————— ./

Gambar 4.
Hasil Penilaian Sistem Merit
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f. Implementasi Manajemen Risiko tahun 2023
Pada tahun 2023, BPSDM Provinsi DKl Jakarta mengambil langkah proaktif dalam mengimplemen-
tasikan manajemen risiko sebagai elemen kritis dalam operasionalnya. Dalam upaya menghadapi
dinamika lingkungan, organisasi memandang manajemen risiko sebagai landasan strategis untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapa-
ian tujuan dan kinerja. Proses implementasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah perjalanan
yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh jajaran, dengan tujuan menciptakan budaya organisasi
yang responsif dan tangguh terhadap tantangan.
Langkah pertama dalam implementasi manajemen risiko adalah identifikasi risiko potensial yang
berkaitan dengan berbagai aspek operasional BPSDM. Tim risiko bekerja secara kolaboratif untuk
mengidentifikasi dan mengukur dampak serta probabilitas terjadinya risiko-risiko tersebut. Proses
ini melibatkan pemetaan risiko internal dan eksternal, mulai dari perubahan regulasi hingga fak-
tor-faktor operasional sehari-hari.
Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi risiko-risiko tersebut dan mengem-
bangkan strategi mitigasi yang efektif. BPSDM merancang rencana aksi yang tidak hanya bertujuan
untuk mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon dan be-
radaptasi dengan perubahan. Implementasi manajemen risiko pada tahun 2023 di BPSDM Provinsi
DKI Jakarta mencerminkan komitmen serius dalam membangun fondasi organisasi yang kuat dan
mampu mengatasi tantangan dengan kecerdasan dan ketangguhan.
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Gambar 5.
Berita Acara Implementasi Manajemen Risiko
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g. Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (dua puluh) Jam Pelajaran
tahun 2023
Pengembangan Kompetensi ASN sesui dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Pasal 21 Se-
tiap ASN memilikinak dan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kompetensi berdasar-
kan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (sebagaimana diubah oleh PP No.17 Tahun 2020)
Ps. 203 Pengembangan Kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 ta-
hun. Sedangkan Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan PermenPANRB No.38 Tahun 2018 tentang
Pengukuran IP ASN Instansi melakukan pengukuran IP ASN setiap tahun dan Peraturan BKN No.8
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN.
Indeks Profesionalisme ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN ber-
dasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melak-
sanakan tugas jabatan. Terdapat 4 dimensi IP ASN antara lain: Kualifikasi (25%), Kinerja (30%), Disiplin
(5%), Kompetensi (40%).

Tabel 24.
Perhitungan IP ASN untuk Dimensi Kompetensi
= Diklat ‘Diklat Diklat Teknis 20 JP 39"“”9"“\’9’1‘5*139
IP ASN Kebemimaihan Elinasional (tahun berjalan) /Lainnya JUMLAH
Struktural 15 - 15 10 40
Fungsional - 15 15 10 40
Pelaksana - - 225 17,5 40

Sumber: Pusdatin BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Menindaklanjuti Intruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelak-
sanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal Sebanyak 40 Jam Pelajaran Per Tahun Untuk
Seluruh PNS Provinsi DKl Jakarta, untuk Tahun 2023 target yang dilakukan sebesar 20 jam Pelajaran
per tahun. Untuk itu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program ambisius pengembangan
kompetensi dengan memberikan perhatian khusus pada pelatihan selama 20 (dua puluh) jam pe-
lajaran. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualifikasi serta keterampilan
para ASN DKI Jakarta, agar dapat beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam tuntutan lingkun-
gan kerja. Program pengembangan kompetensi ini bukan hanya sekadar tanggung jawab rutin,
tetapi juga manifestasi dari tekad ASN Provinsi DKI Jakarta untuk terus berkembang dan memberi-
kan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Langkah awal implementasi program ini melibatkan identifikasi kebutuhan kompetensi melalui ka-
jian menyeluruh terhadap tuntutan pekerjaan dan perkembangan sektor publik. Dengan pendekat-
an ini, ASN Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun kurikulum yang tepat sasaran dan relevan dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing ASN. Dalam setiap 20 jam pelajaran, para ASN tidak
hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga mendapat kesempatan untuk mengasah keter-
ampilan yang menjadi landasan utama dalam pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan fokus pada pemberdayaan ASN, program ini membuka ruang bagi pertumbuhan profe-
sional dan peningkatan kapasitas individual. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efekti-
vitas program dan menyesuaikan kurikulum agar tetap responsif terhadap perkembangan terkini.
Implementasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencermink-
an komitmen organisasi untuk menghadirkan ASN Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya memiliki
keahlian teknis yang unggul, tetapi juga berdaya saing dan siap berkontribusi dalam mencapai visi
dan misi Provinsi DKI Jakarta.
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Gambar 6.

Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta
20 (dua puluh) Jam Pelajaran

h. Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023
Pada tahun 2023, proses inventarisasi barang milik daerah di Provinsi DKI Jakarta menjadi momen
krusial dalam manajemen aset pemerintah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk merinci dan
mengelola secara efektif seluruh barang milik daerah, termasuk kendaraan, peralatan kantor, dan
fasilitas umum lainnya. Inventarisasi barang milik daerah menjadi fondasi utama dalam menjaga
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset, serta sebagai landasan untuk perencanaan kebu-
tuhan dan pemeliharaan yang optimal.
Tim inventarisasi bekerja dengan teliti, mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya untuk
memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi mengenai setiap barang milik daerah. Proses ini
melibatkan pemeriksaan fisik, pencocokan dokumen, dan pembaruan data inventaris untuk men-
ciptakan database yang akurat dan terkini. Melalui pendekatan yang komprehensif, BPAD Provinsi
DKI Jakarta berusaha membangun sistem manajemen aset yang efisien dan terintegrasi.
Selain memastikan keberadaan dan kondisi barang, inventarisasi tahun 2023 juga bertujuan untuk
mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dalam penggunaan dan pemeliharaan aset. Tim
inventarisasi bekerja sama dengan setiap SKPD untuk mengumpulkan masukan dan melibatkan
stakeholder terkait guna mengoptimalkan pemanfaatan setiap barang milik daerah. Sehingga, hasil
inventarisasi bukan hanya menciptakan data yang akurat, tetapi juga memberikan wawasan strate-
gis untuk peningkatan manajemen aset di masa mendatang.
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BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta,

Dari : Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0091/TG.02

Lampiran P -

Hal : Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Triwulan IV tahun
2023

Sehubungan dengan pemenuhan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah yang baik, telah
dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa
Tanah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta nomor
e-0082 Tahun 2023, tanggal 19 Juni 2023. Tim juga sudah melaksanakan proses
pemutakhiran data dan informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki
BMD berupa Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2022 Audited, sehingga
pada tahapan ini tidak melakukan Inventaris BMD Gedung dan Bangunan.

3. Gedung dan Bangunan tercatat di KIB Rusak Berat dan menunggu proses
penghapusan untuk pembangunan gedung baru BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak, saya ucapkan

terimakasih.
Jakarta, 08 Desember 2023
Kepala Bada an Sumber Daya Manusia
i karta
£ . ir \ S
MOC TIETAHULLOH T
NIP198712131997111001
Tembusan :
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Gambar 7.

Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

i. Manajemen Pengetahuan Tahun 2023

Di Provinsi DKl Jakarta, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi Koordinator dalam manajemen penge-
tahuan yang dilakukan oleh semua SKPD. Bahwa manajemen pengetahuan bukan sekadar konsep,
tetapi menjadi fondasi kritis dalam mengelola dan meningkatkan kapabilitas SDM. Melalui sistem
manajemen pengetahuan yang canggih, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai
sumber daya pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi dalam pelati-
han dan pengembangan SDM.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta memandang pengetahuan sebagai aset yang dinamis dan terus
berkembang. Tim manajemen pengetahuan bekerja secara aktif untuk mengidentifikasi, menge-
lola, dan mendistribusikan pengetahuan terkini melalui platform yang terintegrasi. Selain itu, pro-
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mosi budaya berbagi pengetahuan menjadi kunci dalam membangun kolaborasi di antara ASN,
sehingga setiap individu dapat mengakses pengetahuan yang diperlukan dan berpartisipasi dalam
pertukaran ide.

Implementasi manajemen pengetahuan di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya membantu mencip-
takan SDM yang terdidik dan terampil, tetapi juga meningkatkan responsivitas terhadap perubahan.
Dengan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dalam mencapai tujuan strategis, Provinsi DKI
Jakarta memastikan bahwa investasi dalam manajemen pengetahuan menjadi landasan utama un-
tuk memberikan pelayanan terbaik dan memajukan pemerintahan di tingkat provinsi.

Dibawah ini rincian dari asset pengetahuan yang diberikan oleh masing-masing SKPD dengan jum-
lah total 273 aset sebagaimana terlampir:

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

. ¥th. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
. e=-D0BT/DL01.00

. Penting
an  © 1(satu) Lampéiran
. Lapoman Capaian target sasaran khusus Perjanjian Kinera Kepala Perangkai
m‘rmnmsdm sasaran  Meningkatnya  Manajemen
ahuan

Dalam rangka implementasi Peraturan Gubemur Nomor 164 Tahun 2017 tentang
Manajamen Pengetabuan dan menindakianjut Instruksl Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta Nomor 71 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghimpunan Asel
Pengetahuan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagal berilut
1. Fara Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarts telah melaksanakan penghimpunan

aset pengetahuan dalam bentuk artiked tullsan danfatau video.

2. Para Kepala Perangkat Dasrah telah mangirimkan minimal 4 (empat) artikel dan/stau
video mssel pengotahuan kepada Badan Pengembangangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta pada link hitps./bitly/AsetPengetahuan-2023 dengan data
Lerlampir

3. Para Kepala Perangkat Daerah telah memenuhi target sasaran khusus Perjanjian Kinerja
TW il dan TW IV Tahun 2023 dengan sasaran Meningkatnya Mansjsmen Pengetahuan

Demikian kami sampaiiuen, mohon arahan lebih @njul

SHH

Jakarta, 15 Dasamber 2023

Tambusan :
1. Pam Asston Sekda Provinel DK Jakarta
Z. Para Kepala Perangkal Daerah Provins: DEI Jakart
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Laporan TPID Triwulan IV-2021

Laporan TPID Trwulan I11-2022

Laporan TPID Triwulan |-2022
Laporan TPID Triwulan | Tahun 2023

5o | BIRO PEREKONOMIAN DAN
| KEUANGAN

Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan | 2021 Final

Buku Laporan TPID TW IV 2022
2022-08-01 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan Il 2022 |
2021-09-30 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan fll 2021
2021-06-30 - Laporan TPID Prov DK Jakarta - Triwulan Il 2021
Aset Per Konten Pembelajaran Cara A Kloset

BIRO UMUM DAN ADMINISTRAS! __ Video
SEKRETARIAT DAERAH

iﬁ‘f

Aset Pengetah Bank S h Balaikot

Pendingin Ruangan Yang Sej Balai DKl Jakarta

| Video | Pemanfaatan Air Limbah di Balaikota DKI Jakarta

Jakarta, 15 Desember 2023

Kepala B. ngan Sumber Daya Manusia
o FOKI Jaiarta,
S\

J :.-.‘E.."/ f,_ P
=} )

%

MOGHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP197812131967111001

Gambar 8.
Laporan Manajemen Pengetahuan

Provinsi DKI Jakarta

Penyusunan modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan
pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2023
Tersedianya 1 (satu) modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan
dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, dalam KSD ini memiliki 2 (dua)

rencana aksi yaitu:

a) Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria keberhasi-
lannya adalah tersedianya modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pen-
didikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan

pada BO3.

b) Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas dengan kriteria keberhas-
ilannya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiki kapasitas sensitivi-
tas disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pada B09.

Tabel 25.

Dokumen Modul/Kurikulum Pelatihan Disabilitas Bagi ASN
Provinsi DKI Jakarta

\ Target \ Realisasi \ Keterangan

No \ Periode \ Target Capaian

1. BO3 Tersedianya 1 (satu) modul/
kurikulum pelatihan
sensitivitas disabilitas
dalam program
pendidikan dan pelatihan
bagi seluruh Aparatur Sipil
Negara Pemerintah

100% 100% Tersedianya
modul/kurikulum
pelatihan
sensitivitas
disabilitas dalam
program
pendidikan dan

Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta memiki kapasitas
sensitivitas disabilitas
dalam penyelenggaraan
pelayanan publik

Daerah pelatihan bagi
seluruh Aparatur
Sipil Negara
Pemerintah
Daerah
2. B0O9 120 (seratus dua puluh) 100% 100% Tersusunnya
Aparatur Sipil Negara Laporan 153

Aparatur Sipil
Negara yang
telah mengikuti
pelatihan
sensitivitas
disabilitas dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
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Capaian BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada indikator KSD
BPSDM berhasil dalam:

ini mencapai 100%, hal ini dikarenakan

Menyediakan 1 (satu) dokumen modul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam pro-
gram pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah,;

120 (seratus dua puluh) Aparatur Sipil Negara telah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas
dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

c) Capaian Sasaran Operasional

a. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (target 100%, realisasi 100%) Pre-
sentase ini menilai Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, eoffice, arahan melalui media
elektronik, dan arahan lain) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%. Nilai realisasi BPSDM
adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah
di tindak lanjuti sebanyak 1 (satu) arahan Gubernur baik yang bersifat Informasi maupun yang

membutuhkan tindak lanjut dan (100%).

Tabel 26.
Realisasi TL Arahan Gubernur

ID ‘ Tanggal ‘ Isi Arahan Target ‘ Status Status
Arahan Selesai TL Validasi
543] 27 Perangkat Daerah 17 Selesai Valid

September | Yang Memiliki Lahan | November
2023 Yang tidak terpakai 2023
dapat menawarkan
kepada perangkat
daerah lain  untuk

dimanfaatkan

. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (Target 100%, Ralisasi 100%)

Perhitungan kinerja dalam indikator ini dengan menghitung Jumlah Realisasi TL Aduan Mas-
yarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%, sampai dengan saat ini seluruh aduan
masyarakat telah ditindak lanjuti, sehingga dapat dikatakan apabila capaian kinerja sebesar 100%.
Aduan masyarakat berasal dari berbagai macam chanel yang dimiliki BPSDM antara lain Email,

Facebook, JAKI dan Twitter yang selesai ditindaklanjuti

TL Aduan Masyarakat pada Tahun 2023

dan telah diselesaikan dari jumlah total Aduan sebanyak 19 Laporan, akan tetapi hanya terdapat 3
laporan kesesuaian dengan BPSDM dan tidak sesuai sebanyak 16 Laporan dengan rincian sebagai

sam@a . A e 1056 (D) b - L GE
a1 Laporan o
weuktaporsn [ o a
Pormantuusn Dikarinkan Selesai
e —
TW231231SNZJ 1 Dos 2
Keluhan Pelayannn
TWITTEN
© Lapomn privas)
Selesad 12
© Lo privasi
al SKF
@ Lo
A Masih dalam pengembangan
| 5] a3 = @ 2; a2 n £ @
a aparan ket Araip e Tk Arsip Ak

10.56 A & = L ETF S
A\ Masih dalam pengembangz

Cek Nilai SKPD

Feranggal 25 Jan 2024 - 10:55

Pilih Janis Skpd

Dinas/Biro/Badan

] c (] [

Kistegor A: Nilal dar) BS - 100

itk nn 33 Dines/Biro/Raden

HADAN PENGEMBANGAN SUMBER DA
MANUSIA
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Tabel 27.
Realisasi TL Aduan Masyarakat

Realisasi
Kesesuaian
Laporan

Ketidaksesuaian

Jumlah
Laporan

Status
¥ EYT]

Email JAKI Twitter

16 Laporan 3 laporan Selsesai

c. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal
(BPK)
Merupakan pelaksanaan Sasaran Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal (BPK), dengan penghitungan kinerja 90% dari jumlah rekomendasi
LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD
dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI
tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Nilai realisasi BPSDM adalah 100%.
Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah di tindak lan-
juti sebanyak 2 (dua) LHP yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Berita Acara Rencana Kiner-
ja Kepala Perangkat Daerah Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta BPSDM
Provinsi DKI Jakarta.

3. Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator yang pertama yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM pada
sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengembangan kompe-
tensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management
dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan peng-
gerak partsipasi Masyarakat.

Indikator yang kedua yaitu Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas
ASN pada sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengemban-
gan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge man-
agement dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan
dan penggerak partsipasi Masyarakat.

Berikut Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis tahun 2023 dengan ta-
hun-tahun sebelumnya.

Tabel 28.
Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Kondisi Capaian Kinerja Program
Indikator Kinerja Kinerja 2023
Kinerja Awal Capaian Tingkat Capaian Tingkat
RPD Target Capaian Target Capaian
1. Indeks Sistem 31 30,97 3355 Melebihi 31 38 Melebihi
Merit pada aspek Target Target
dan Sub Aspek
Lingkup BPSDM
2. Nilai Dimensi 38,7 36 38,13 Melebihi 38,7 Data
pengembangan Target Belum
kompetensi Rilis
pada indeks (DBR)
profesionalitas
ASN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ‘

\ d




uejeded 7 uelebbuy

1exBull

euRNEL A 15UIA0Id

Wwpsaq

Isesijeay

¢z0o¢ ueiebBuy
ueeuepuad e)bueiay uep weiboid efliaury ueieded

2

uejeden
3exbull

uelebbuy
Isesijeay

agadv

Zeoe ueiebbuy

el1auny Jo01ex1pu]

ueleses

eAuwn|agas unye] uebuaq £zZ0Z Unye] ueiebbuy Isesijeay uebuipueqiad
‘6C [°9elL

NSV
seljjeuojsajoid
syapul
eped Isua1aduloy
uebuequiabuad
66'L8 SB8E'00L'SEICE | ¥89'9L6°060°LE - - - Isuswid Ie]IN
1eMeleAsew juswsbpupuwi
Isedisnied abpajmouy
Melabbuad uep uelexbuluad
ueyegniad usbe euas ueynejad
Nasdg dnxbui ueyeldipuswi uep ueyipipuad
Madsy qns uep eybuel weep ueelebbuajafuad
Madse eped 11U NSY Isualadwioy | Injejawl Isusiaduloy
oL'zs 066'7LL9ZLLY | OEL'SZLYSY'0S - - - WIS1SIS sHapuU| uelexbuluad uebuequisbuad

uening

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah @




B| e Provinsi DKI Jakarta

4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berikut capaian Indeks Sistem Merit beberapa Pemerintah Daerah tahun 2022 hasil penilaian Komi-
si Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diumumkan dalam laporan tahunan KASN yang dipublikasikan
melalui website KASN :

Tabel 30
Laporan Tahunan KASN

No Pemerintah Daerah ‘ Predikat
1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 396.5
2 Pemerintah Provinsi Bali 386.5
3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 353
4 | Pemerintah Provinsi DIY 349
5 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3405
6 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 3375
7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3355
8 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 3355
9 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 332
10 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 33]

Sumber : Laporan Tahunan KASN, website KASN

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi
Keberhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKl Jakarta dapat dipengaruhi oleh sejum-
lah faktor, antara lain:

a. Desain program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan berbasis pada perkembangan ter-
kini dapat meningkatkan daya tarik peserta dan keterlibatan aktif mereka;

b. Keberhasilan juga terletak pada penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan teknologi informa-
si untuk memperkaya pengalaman belajar;

c. Kualitas pengajar dan fasilitator menjadi faktor kunci. Mereka harus memiliki kompetensi yang tinggi,
pengalaman yang relevan, serta kemampuan berkomunikasi yang efektif untuk memberikan dampak
positif pada peserta.

d. Dukungan dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja pengajar juga dapat meningkatkan kuali-
tas pengajaran dan meningkatkan keberhasilan program pelatihan.

e. Gedung BPSDM yang belum dikelola secara mandiri dalam rangka integrasi dan percepatan konekti-
vitas antar penyelenggara diklat dan narasumber, pengajar dan pihak ketiga lainnya.

f. Merencanakan kegiatan pengembangan JakCorpU untuk dapat diimplementasikan secara penuh dan
berdampak dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan
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tujuan strategis pimpinan tertinggi.

g. Pendekatan dan pencarian data pendukung ke OPD secara terus menerus yang menaungi JFT ter-
tentu serta membuka koordinasi dengan instansi pembina JFT untuk mendapatkan arahan terkait
metode uji kompetensi dan penjadwalan kegiatan.

Namun, seiring dengan keberhasilan tersebut, beberapa tantangan dapat muncul. Dalam konteks
ini, alternatif solusi antara lain:

a. Implementasi evaluasi program yang menyeluruh dan terjadwal;

b. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan
actual;

c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri juga dapat menjadi solusi efektif
untuk mengakomodasi tren dan kebutuhan kompetensi yang terus berubah di lingkungan kerja;

d. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para peserta dalam perencanaan dan penilaian program
diklat dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ke-
berhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi Sasaran Strategis diatas, dapat disimpulkan bahwa
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam
pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan an-
tara lain:

1. Tersampaikannya Tujuan dan Sasaran Organisasi, hal ini dibuktikannya dengan ditetapkannya Perjan-
jian Kinerja sampai dengan tingkat pelaksana;

2. Disediakannya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan, dibuktikan dengan adanya Anggaran
yang mencukupi untuk pelaksanaan pelatihan tersebut;

3. Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu
yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci BPSDM yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan
Sub Aspek Lingkup BPSDM dan yang kedua Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks
profesionalitas ASN yang realisasinya jauh diatas target yang ditetapkan;

4. Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sangat membantu BPSDM dalam mencapai berapa target indikator
Tujuan dan Sasaran, antara lain:

a. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu Laporan Hasil
Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4
tahun dan implementasi pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Tata Kelola Pemerintahan Yang Profe-
sional SDM Pemerintah Provinsi DKI| Jakarta

b. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu 1 dokumen mod-
ul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Transformasi Digital

5. Faktor pendukung keberhasilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah inovasi yang telah
mendapatkan penghargaan atas inovasi yang diberikan antara lain:

a. Pada Kamis, 21 Desember 2023 BPSDM Provinsi DKI
Jakarta meraih penghargaan Keterbukaan Informa-
si Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik "Infor-
matif"' dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di
Balai Agung, Balaikota, DKI Jakarta. Piagam ini di
diberikan langsung oleh Bapak Harry Ara Hutabarat,
S.H., M.H, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta dan diterima oleh Bapak Mochamad
Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T,, M.Sc., selaku Kepala
BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan adan-
ya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Jakarta
dapat terus meningkatkan kepatuhan terkait im-
plementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No 14
tahun 2008.
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b. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang
! telah memperoleh Akreditasi dengan predikat A sebagai

B . Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakredita-

’ si di Bidang Teknis Penanggulangan Bencana dalam Menye-
lenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Manajemen Bencana. Penyerahan penghargaan tersebut
diserahkan oleh Bapak Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes. selaku
Sekretaris Utama BNPB kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta
yang diwakilkan oleh Bapak Achmad Zaki Syafii selaku Kepa-
la Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi
Kompetensi di DoubleTree by Hilton Hotel pada tanggal 17
November 2023. Semoga dengan adanya penghargaan ini,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat terus berkontribusi dalam
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan penang-
gulangan bencana.

c. Pada Senin, 27 November 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta
meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagai salah satu Lembaga
Pendidikan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan
Kegiatan Akselerasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Pegawai (PKA/PKP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, pada 23 Lembaga Pendidikan K/L/Prov
di Seluruh Indonesia Tahun 2023, dengan Nomor Penghar-
gaan: M.HH-14.KP.05.03 Tahun 2023. Piagam ini di diberikan
langsung oleh Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.,, Ph.D,,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan diteri-

ma oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T,,
M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga
dengan adanya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta dapat terus meningkatkan kualitas sebagai lembaga
pendidikan yang berkualitas dan professional.

. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang
telah memperoleh penghargaan terbaik Ill sebagai Lemba-
ga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2023 kategori
Adaptive Learning Strategy dengan Tema Pengembangan
Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasi-
kal Kategori Pemerintah Daerah, pada kegiatan LAN Award
Penghargaan Makarti Bhakti Nagari yang diselenggarakan
oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung
oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Adi
Suryanto, M.Si. kepada Kepala Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Bapak Mochamad
Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc di Ruang Aula Prof.
Agus Dwiyanto, Gedung A, Lt. 2, Kantor Lembaga Adminis-
trasi Negara pada tanggal 8 Agustus 2023. Terima kasih kami
ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat, semoga
adanya penghargaan ini dapat membangkitkan semangat
untuk terus berinovasi dalam memajukan kompetensi ASN

dan-macvaralkatr dilndonecis
Carrirasydararkatarmaoncsia. ‘
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e. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta atas
penerimaan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen
Anti Penyuapan SMAP. BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus
memperkuat tata kelola organisasi dengan memastikan
penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyua-
pan (SMAP) berjalan dengan baik pada seluruh operasional
Organisasi. Langkah ini merupakan upaya perusahaan untuk
meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan
pencegahan tindak pidana korupsi di organisasi BPSDM
; . (8 Provinsi DKI Jakarta. Dengan diterimanya sertifikat 1ISO
Provinsi DKI Jakarta ;7001:2016 S.MAP, BPSDM Provins.i DKI Jaka.rta t.elah menu.n—
jukkan komitmennya untuk menjadi organisasi yang bersih
dari korupsi. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi moti-
vasi bagi organisasi lain untuk menerapkan SMAP dan turut
serta dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM) Dan (Anggaran)

Dalam penggunaan sumber daya baik manusia (SDM) dengan kontingen 106 PNS dan anggaran di
BPSDM Provinsi DKI Jakarta, menggambarkan strategi manajemen SDM yang cermat dan responsif ter-
hadap kebutuhan organisasi. Dalam realitas dinamika lingkungan pemerintahan dan pelatihan, jumlah
PNS yang seimbang dengan tugas dan tanggung jawab BPSDM memberikan gambaran akan pemilihan
SDM yang tepat. Proporsionalitas ini menandakan pendekatan manajemen SDM yang cerdas, memu-
ngkinkan BPSDM untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang telah diberikan walaupun masih terdapat
kekurangan pegawai tetapi dapat memaksimalkan potensi yang ada dengan menciptakan efisiensi tan-
pa mengorbankan kualitas dengan memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap anggaran yang ter-
sedia.

Diversitas keterampilan dan kompetensi para PNS yang menjadi tulang punggung BPSDM bukan
hanya memberikan efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam efisiensi
anggaran. Pendekatan cerdas dalam penyebaran tugas sesuai dengan keahlian masing-masing indivi-
du menciptakan sinergi yang menghasilkan kinerja optimal dalam pelatihan dan pengembangan SDM,
sambil tetap meminimalkan biaya operasional.

Program pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023, selain member-
ikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, juga mengindikasikan penggunaan anggaran yang bijak.
Dengan memberikan ruang bagi setiap PNS untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mer-
eka, BPSDM tidak hanya mencapai efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga memastikan bahwa
setiap investasi anggaran memiliki dampak nyata dalam peningkatan kualitas SDM.

Dengan mengintegrasikan efisiensi pengelolaan SDM, diversifikasi keterampilan, program
pengembangan kompetensi yang bijak, dan manajemen anggaran yang cerdas, BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta menciptakan pola yang sinergis dan komprehensif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab-
nya. Ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan operasional yang optimal, tetapi juga berdampak posi-
tif dalam pencapaian tujuan strategis BPSDM sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan SDM.

7. Analisis Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kega-
galan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Analisis program dan kegiatan, termasuk sub kegiatan, di BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi pe-
nentu utama keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja. Pertama, program
pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023 menjadi poin kunci. Keberhasilan
program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM di Provinsi DKI Ja-
karta. Namun, evaluasi dan pengawasan yang kurang ketat dalam pelaksanaannya dapat menjadi faktor
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kegagalan, menghambat potensi pencapaian yang optimal.

Pentingnya manajemen pengetahuan juga terlihat dalam program dan kegiatan BPSDM. Keterse-
diaan pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses dapat memberikan dorongan signifikan
terhadap keberhasilan pelatihan dan pengembangan. Sebaliknya, kegagalan dalam menciptakan bu-
daya berbagi pengetahuan atau implementasi sistem manajemen pengetahuan yang kurang responsif
dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program

dan kegiatan. Program pengembangan kompetensi, inventarisasi barang, dan manajemen pengetahuan
membutuhkan alokasi anggaran yang proporsional. Keberhasilan program-program tersebut terkait erat
dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan responsif terhadap kebutuhan aktual.
Terakhir, keberhasilan atau kegagalan dalam kolaborasi dengan SKPD lainnya dan keterlibatan BPSDM
Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) menjadi penentu signifikan. Kerjasama yang
efektif dan terlibat dalam keberhasilan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya dapat mencip-
takan sinergi yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja. Sebaliknya, ketidakpartisipan atau ku-
rangnya kolaborasi dapat menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis
BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di BPSDM Provinsi
DKI Jakarta sangat tergantung pada efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan, serta kemam-
puannya dalam mengatasi potensi hambatan dan tantangan yang muncul. Evaluasi menyeluruh terha-
dap aspek-aspek tersebut menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi BPSDM dalam mendukung
pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

8. Rencana Kedepan Guna Meningkatkan Capaian

Untuk meningkatkan capaian kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta ke depan, diperlukan rencana
aksi yang komprehensif dan terstruktur, Guna mengoptimalkan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

Tabel 31.
Rencana Aksi Tahun 2024
No ‘ Kegiatan Strategis Daerah ‘ Rencana Aksi 2024 ‘ Target
1 Indeks sistern merit pada aspek | RAIl Penyusunan Grand T/O1. Dokumen
dan Design Kelembagaan Perencanaan Pengembangan
sub aspek lingkup BPSDM serta Dukungan Kompetensi ASN berbasis
Kepegawaian dan Corporate University Pemerintah
Pengembangan Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota
Kompetensi SDM Global

Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Menuju Kota
Global

RA2. Pelaksanaan T/O2.1. Tersedianya Laporan
peningkatan kompetensi | Pelaksanaan peningkatan
melalui praktik kerjadan | kompetensi melalui praktik kerja
pertukaran pegawai dan pertukaran pegawai

melalui praktik kerja dan
pertukaran pegawai
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No ‘ Kegiatan Strategis Daerah

Rencana Aksi 2024

RA2. Pelaksanaan
peningkatan kempetensi
melalui praktik kerja dan
pertukaran pegawai
melalui praktik kerja dan
pertukaran pegawai

Target

T/O2.1. Tersedianya Laporan
Pelaksanaan peningkatan
kompetensi melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai

2 | Peningkatan
Profesionalitas dan
Kinerja Aparatur Sipil
Negara

Pelaksanaan Evaluasi
Implementasi SAKIP
SeluruhPerangkat
Daerah

Laporan hasil monitoring
penyelesaian rekomendasi hasil
evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2023

3 | Peningkatan Profesionalitas
SDMPemprov DKI Jakarta

RAl. Penyediaan
lingkungan tanpa
hambatan bagi
Penyandang Disabilitas

T/O1.1. Surat Edaran akses
materi e-learning

terkait sensitivitas penyandang
disabilitas kepada Perangkat
Daerah

T/O1.2. Tersedianya 40% pegawai
pemprov DKI Jakarta yang
mengakses materi e- learning
terkait sensitivitas penyandang
Disabilitas

RA2.]1. Pelaksanaan Rapat
koordinasi
Pengembangan
Kompetensi

T/O2.1. Tersedianya Laporan
Pelaksanaan Rapat koordinasi
Pengembangan

Kompetensi untuk

mencapai IP ASN

dengan Pengelola
Kepegawaian

RA2.2. Pelaksanaan Rapat
koordinasi
Pengembangan
Kompetensi

T/02.2. Tersedianya
Laporan Pelaksanaan
Rapat koordinasi
Pengembangan
Kompetensi untuk
mencapai IP ASN
dengan Pengelola
Kepegawaian
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Adapun rencana aksi pengembangan kompetensi yang perlu dipertimbangkan kedepan antara lain:

Pertama, dalam hal pengembangan kompetensi, BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan mempertim-
bangkan perluasan dan diversifikasi program pelatihan. Menyesuaikan kurikulum dengan perkemban-
gan terkini dan menjangkau berbagai lapisan ASN dapat meningkatkan dampak positif pada pengem-
bangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, peningkatan teknologi informasi. Penggunaan sistem yang terotomatisasi dapat mem-
permudah pelaksanaan, pelaporan, pemantauan secara efisien. Selain itu, penerapan teknologi dapat
meningkatkan akurasi data dan meminimalkan risiko kesalahan serta mempercepat layanan yang diber-
ikan.

Pada sisi manajemen pengetahuan, memperkuat budaya berbagi pengetahuan dan meningkat-
kan aksesibilitas informasi dapat diwujudkan melalui platform digital. Pembentukan forum diskusi, ba-
sis data pengetahuan, dan pelibatan aktif OPD dan ASN dalam pengembangan inovasi dapat menjadi
langkah-langkah strategis. Peningkatan sumber daya dan infrastruktur teknologi informasi akan menjadi
investasi yang krusial untuk mencapai tujuan ini.

Efisiensi anggaran dapat ditingkatkan dengan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang
lebih terinci dan responsif. Evaluasi rutin terhadap alokasi anggaran, pemantauan terhadap penggunaan
dana, dan penyesuaian strategis sesuai kebutuhan aktual dapat membantu mengoptimalkan penggu-
naan anggaran yang tersedia.

Terakhir, kolaborasi dengan SKPD lainnya dan partisipasi dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
dapat ditingkatkan melalui pembentukan tim lintas-sektor. Membuat perjanjian kerjasama yang jelas
dan mengidentifikasi tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan strategis akan memperkuat
sinergi dan dampak positif terhadap kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan komunikasi dan
koordinasi antarlembaga juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

Rencana aksi ini haruslah disusun secara berkelanjutan, melibatkan stakeholder internal dan ekster-
nal, serta mempertimbangkan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan
mengadopsi langkah-langkah ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memastikan peningkatan berkelan-
jutan dalam mendukung pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

BPSDM juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan PMPRB Tahun 2022 dengan diterbit-
kannya Berita Acara hasil Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dan PMPRB pada tahun 2023 sebagaimana
terlampir:
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BERITA ACARA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DAN PMPRB TAHUN 2022
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHE SAKIP dan PMPRB Tahun 2022

Tindak Lanjut PMPRB
| No Rekomendasi Evaluasi PMPRB Tindak lanjut Hasil Telah Tidak Keterangan
evaluasi Sesuai | Sesual
1| Menyusun dokumen Rencana Kerja Tim - SKTim Reformasi v
Reformas| Birokrasi sekaligus Birokrasi
mensoslalisasikan kepada seluruh jajarannya; | - Rencana Kerja RB
2 | Melakukan monitoring dan evaluasi rencana Monev Kegiatan v
kerja tim reformasi birokrasi serta Triwulan
tindaklanjutnya secara berkala dan
melaporkannya kepada Sekretaris Daerah
Pemerintah Provins| DKl Jakarta;
3| Melakukan pembentukan agent of SK Kepala Badan v
change/role model yang kemudian tentang Agent of
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Change
sesual ketentuan yang berlaku;
4 | Melakukan harmonisasi kebijakan yang ada - Pergub Perencanaan v
terhadap peraturan perundang-undangan terintegrasi
yang berlaku; - Kepgub JakCorpu
- Insekda Sijule
5 | Membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Laporan SPBE v
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi,
Implementasi SPBE, menyusun Proses Bisnis
serta membuat SOP pelayanan dan kebijakan
pemberian penghargaan serta sanksi atas
pemberian pelayanan sehingga dapat
mendorong pelaksanaan pelayanan publik
yang lebih cepat dan efisien, dan terintegrasi;
6 | Melakukan Identifikasi kebutuhan PetaBangkom 2022 v
pengembangan kompetensi 5DN);
7 | Menerapkan pelaksanaan penanganan Saluran WBS dalam v
gratifikasi serta melakukan tindak lanjut serta | Website
-evaluasi penanganan gratifikasi;
Menyusun Peta Proses Bisnis; Proses Bisnis BPSDM %
9 | Membuat SOP pelayanan dan kebijakan - Penghargaan Pegawai v
pemberian penghargaan serta sanksi atas - 5K 50P pemberian
pemberian pelayanan; penghargaan
10 | Melakukan survei kepuasan masyarakat Lapaoran Evaluas| Y
terhadap pelayanan dan mempublikasikan Kepuasan Peserta
Hasil survel kepuasan masyarakat;
11 | Menerapkan SPIP secara keseluruhan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008, dengan:

X

-

Provinsi DKI Jakarta
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No

Rekomendasi Evaluasi PMPRB

Tindak lanjut Hasil
evaluasi

Telah
Sesuai

Tidak
Sesuai

Keterangan

menyusun SK TIM SPIP dan
menginformasikan serta dikomunikasikan
pada semua unit sesual dengan Peraturan
Gubernur Provinsi DK| Jakarta Nomor 153
Tahun 2021;

SKSPIP

melakukan identifikasi risiko pada
seluruh lingkungan pengendalian,

Identifikasi risiko

12

Melakukan evaluasi terkait penanganan
Benturan Kepentingan dan melakukan tindak
lanjut atas hasil evaluasi tersebut

Laparan Evaluasi

Tindak Lanjut SAKIP

No

Rekomendasi Evaluasi SAKIP

Tindal lanjut Hasil
evaluasi

Telah
Sesual

Tidak
Sesuai

Keterangan

Menindaklanjuti rekomendasi dan saran yang
ada di LKIP setiap tahunnya untuk evaluasi
pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian
kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan
dapat mempengaruhi perubahan budaya
kinerja organisasi

LAKIP 2022

v

Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Internal
secara berjenjang pada tahun 2023 dengan
membuat SK Tim/Surat Tugas dalam kaitan
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
internal BPSDM

SK Tim Evaluasi SAKIP

P

N

NIP. 19811028201001131

Petugas Verifikator
emantauan Jindak Lanjut

Fadhliansyah Sukmana
1P. 199012172020121010

b
\-. i

' Pengendi [feknis

Budi Raharjo

aria Roseta
NIP. 196808111993032005

Jakarta, 10 Juli 2023,

Nip.1

e

N —
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BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPLITUSAN KEFALA BADAN FENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Menimbang

Menetapkan

KESATU

KEDLUA

KETIGA

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSLA

PROVINGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMHA ESA

HEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

s a. bahwa untnk mewuudkan tata kelola pemerintaban vang bersib
dan bebas darl korupsl, kolusi dan nepotisme, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan

ki i . perlu adanya  penvelenggaraan
sintem akiin kinerja i
b. bahwn dalam rangks ingkatkan kualitas

sistem  aluntabilitas kinerjan  peranghksar deaerah provina DRI
Jakarta peria dilalkuken evalunsi:

c. bahwa dalam r::ngka i juu‘ 1 dasi Inspekioran
elalam 11} as kinerja
pemerintah ur.«:la Badan I’Bngumbangen [Bumnber Daya Manusia,
perin Kinerja Internial;
d. bahwa lean perti _ ba gai cii a4 pada
huruf &, b dan c perlu Tim Ewval i Ak il
Kinerja Internal Badan F e ber Duyn

: 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah:
2. Peraturan Pemerintabh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerjn instansl Pemerintab;
3. Peraturan  Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mwonmang Sistem
Akuntabilitns Kinerjia Instansi Pemerintah;
4. Peraturan  Mentori P:ndwunaa.n Aparatur  Negara dan
Reformasi Bi Normor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknls Perfanjlan Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja Instansi Pemeriniah;
+ Permturan Monteri | Pendayaganasn  Aparatur Nepara dan
i Bi i ia Nemor 88 Tahun 2021
i, 1 3 i Alstem

w

B atan
A bilitas Kineria | | Pemerintal

6. Peramiran  Gubernur  Nomor 121 Tshun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Aluntabilitas  Kinega  Instans:
Pemerintah;

7. Peraiuran Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 wentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkal Dacrak,

MEMUTUS KAN:

KEFPLITUSAN KEPALA HADAN FPENOEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINGI DRI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM
EVALUAN]I AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINST DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tim Kinerja Internal Pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusian Provinsi Deaerah Khusus
Thukota Jakarta

Struktur dan Tugma Timi Emluuuj Akunmbd.llmn Kinerja Internal

Pada Hadan P Sumber Daya M - antara lain -
. Ketua, iTiki nigns o
lugas 'l‘:m Evaluasi Al ili K.I.nu:jn pmsa Badan
Lk i sesual

nmeu‘lnr dan penul h mngg\mg jnwab.

b. Sekretaris, gae i Tim dalam
penpampulan  data d.an mformasi, proses penclaahan  dan
evaluasi kinerjn, pemberian releomendasi hasl evaluasi internal

dan hagil 1 APIP, peny dan inn laporan
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal lcepada APIF;
&, Jere liki  tupms keria dan

kineria dan serapan anggaran,

pengendalian hambatan kerjs, dan meclsporkan kinera secari
berkala pada masing masing bidang dan unit pelaksana tugas
dengan penoh thoggung jawats

d. Anggota Sekretarial; ik tugos diti dan
Informasi, dan i kinerja, beril
usulan rekomendasi evaluasi ioternal, serta menyusun laporan
hasil evaluasi akuntabilitas kKinerga internal.

Surat ini agar dilak dengan baik dan dapat
dlpcrtanaauumawb!mn. aortn berlakua  terhitung mulal  tanggal
ditetaploan.

Ditetapkan di Jakarta
peelp knnml 31 Maret 2023

%% Provinsi DKI Jakarta
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Lampiran : Keputusan Kepala Badan

/ﬁ

cpsam

Provinsi DKI Jakarta

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

28 Tahun 2023
31 Maret 2023

Nomor
Tanggal

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
BPSDM PROVINSI DK1 JAKARTA

w0 NAMA NP NRK = GOL. JABATAN mmmm
1 2 3 4 s 6 7
1 MUHAMAD ARIF AMIEN 197007051597 031004 122943 1IV/B SEKRETARIS BADAN KRETUA
2 AQIB MAIMUN 168308052011011011 181575 Mfn KETUA SUBKELOMPOK PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIS
4 Y S —— I
" » KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENS]
3 | INDANG MURNININGSIH | 197101151997032005 | 121614 | 1V/B B R i i S
¥ il : 7 KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU, TUOAS BELAJAR
4 AUHMAL ZAKI SYAFH 196807121991091001 | 115875 | IV/A DAN SERTIFIKAS] KOMPETENS] ANGGOTA
S | HERDI MELANIO ‘ 197205031998031008 | 123786 | tvym | SEPALA "“r;ﬁv%g.gfksﬁ';iﬂé‘:#Emﬂi@;\mmm"' ANGGOTA
KEPALA UPT FUSAT DATA DAN INFORMASI
6 | ANTON DEWANTO ‘ 197109131998031002 | 123939 | IV/B B e e B A ANGEOTA
7 | ACHMAD ZEN ‘ 197912223006041014 | 165651 | mypy | KEPALAUPT PUSAT PENGEMBANGAY ROMPETENS! ANGGOTA
S = .
NO NAMA NP FRK = GOL. JABATAN DALAM M
1 2 3 4 s 6 7
& | Yupl wiBOWO 198202232010011016 | 179644 | 111/C KASUBBAG UMUM DAN KEPECAWAIAN ANGCOrS
: : ) ) SEKRETARIAT
ENGGARTIASTO TRI = ] : : ’ ANGGOTA
g | e 199405242017081001 | 202447 | 1MI/B PENGOLAH DATA PROGRAM DAN PELAFORAN Pt 8
10 | JULIANTO FORESA 199107292022031006 | 202559 | 1m/A PENGOLALL DATA PROGRAM DAN PELAFORAN AL TA
= 59 I : - : SEKRETARIAT
11 | BENNY MATRIKSA 19781107201001 1006 | 198314 | 1v/C WIDYAISWARA AHLI MADYA ANGERI
: ; ¥ SEKRETARIAT
12 | HARIS IRIYANTO 197011301999031003 | 163487 | 1D WIDYAISWARA AHLI MUDA ARG
: SEKRETARIAT

=
KEPALA BM?EN&E&@NG&N SUMBER DAYA MANUSIA
PROVIﬁTSI beI JAKARTA,

\-.-H_I.P,_lg‘? B

213199? 111001
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C. Sumber Daya Manusia

Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 berjumlah 106 Orang Pegawai dengan

rincian sebagai berikut:
1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Ditinjau berdasarkan kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada pangkat lll/d dengan
total 25 orang (23,58%) dan sebanyak 10 orang (9,4%) dari jabatan Fungsional Widyaiswara dari to-
tal pegawai sebanyak 106 orang (100%). Urutan kedua terbesar adalah pangkat lll/b dengan total
17 orang (16,03%) dan sebanyak 16 orang (15,09%) dari jabatan pelaksana. Data ini menunjukkan
pegawai yang berada pada pangkat ll1/d, lll/c dan Ill/b hamper mendominasi sehingga memiliki
kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki BPSDM dan
perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai
dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tabel 32.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBRER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN L.f: _xv/s :v_.fc N_.FI /s 1z/p  111fc 1In/B IIT/A ﬂ ﬁ _/m L.fu JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - - 1 - - - a - a + & s = 1
E=Z3 - ADMINISTRATOR - - - 4 1 1 - - - - - - - &
ES4 - PENGAWAS - = w - = 2 2 = " = a = - 4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL . T - 1 4 1 3 2 - - - - - = 1
SUBKELOMPOK
SUBKELP - KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA - - - - - 3 - - - - - ~ - 3
SUBEELF - KETUA SUBEKELOMPORK - FUNGSIONAL - - - - 3 2 - - - - - - - 5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMFOK - - - - 3 5 - - - - - - 8
FUNGSIONAL
WIUT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA 5 4 > - = - & a - . = - _ g
WIMA - WIDYAISWARA AHLI MADYA - - 3 5 ] - - - - - - - - 15
WIiMy - WIDYAISWARA AHLI MUDA - - - - 3 10 - - - - - - - 13
WIFE = WIDYAISWARA AHLI PERTAMA SEme e e i G 2 1 LI SIS S Sy 3
TREAT e romeioas NP, SRS S LA T S . SRR S T .
PELAKSANA
SATPEL - KETUA SATUAN PELAKSANA - - - - 1 1 1 3 - - = i 6
TITA = TEENIS TINGEAT AHLI - - - - - 4 i 4 2 - 1 - - 18
T = TEENIS TINGEAT TERAMPIL - - - - - 2 3 3 - 1 - - - 9
ATA - ADMINISTRASI TINGKAT AHLI - - = = = - - = : = - - _ 1
ATT - ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL - - - - - - - 8 - 3 - z 2 3
CENS - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - - e = e . - - ” - - = . -
JUMLAH JABATAN PELAKSANA - - - - 1 7 11 16 3 4 T TR BT
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN "5 4 7 9 12 25 15 17 3 4 1 2 2 106
E & _______§______§ ] AT S S EE——

Sub Segian Oewsm dan Kapegewalian

Badan Feasgesnbangan Sumber Days Manusis Froviasi OEI Jakasta

2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Ditinjau berdasarkan jabatan, sebagian besar pegawai berada pada jabatan Pelaksana dengan
total 47 orang atau 44,33% dan sebanyak 40 orang atau 37,73% dari jabatan Fungsional Widy-
aiswara dari total pegawai sebanyak 106 orang (100%). Data ini menunjukkan pegawai yang bera-
da pada jabatan struktural sebanyak 11 orang atau 10,37% dan sebanyak 8 orang atau 7,54% yaitu
jabatan sub kelompok. Hal ini merupakan modal SDM yang dimiliki dan perlu dikembangkan
melalui pembinaan pengembangan kompetensi pegawai agar potensi pegawai dapat diberday-
akan secara penuh.
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Tabel 33.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan
LAPORAN DATA PECAWALI - BENDASARKAN JABATAN

BADAN PENCEMBANCAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DEI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN FECANAI ASH JUMIAS
CODE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGCI FRATAMA
£33 - ADMINISTRATOR 6
ES4 - FENGAKAS 4
JUMLAH JABATAN STRUNTUSNAL 11
SUBKELOMPOK
SUBKELP - KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANM 3
SUBKELF = KETUA SUBXELOMPOK - FUNCSIONAL 5
JUMLAE JABATAN SUBKELOMIPON L]
FUNCS IONAL
WioT = WIDYAISHARA AHLI UTAMA - |
WINA = WIDYAISHARA AHLI MADYA 18
WIND = WIDYAISMARA AHLI MUDR 13
WIFE - WIDYAISHARA AHLI PERTAMA 3
JUMLAH JABATAN FUNCSIONAL 40
PELAFSANA
SATFEL = KETUA SATUAN PELAKSANA 6
TIA - TEKNIS TINCEAT AHLI 18
™ - TEKNIS TINCEAT TERAMPIL 3
ATA - ADMINISTRASI TINGEAT AELI 1
ATT = ADMINISTRASI TINCKAT TERANPIL 13
CPHS - CALON PECAMAI NETERI SIPIL 0
JUMLAN JABATAN PFELAKSANA 47
JUMLAH SELURDH PFECANAI ASN 106

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Distribusi pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pendidikan menunjukkan sebagian
besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S2 ke atas dengan proporsi: S2
sebanyak 48 orang (45,28%), sedangkan S1 sebanyak 26 orang atau sebesar 24,52%. Dengan kata
lain, 69,81% pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta atau sebanyak 74 orang adalah mereka yang
telah menyelesaikan pendidikan S1dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifi-
kasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah den-
gan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal
pelayanan kepada ASN di Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam menggunakan data dan infor-
masi, menemukenali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.
Sementara, sebanyak 9 orang (8,49%) adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan
Strata 3, dan terdapat di jabatan Funsional Widyaiswara. Sedangkan selebihnya berpendidikan
D4 dan D3 dimana kebanyakan dari mereka adalah PNS yang diangkat antara tahun 2005-2010
yang berarti masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Sedangkan sebanyak 13 orang (12,26%) pegawai berpendidikan SMA. Jumlah pegawai BPSDM
pada saat ini mengalami kekurangan terutama pada tingkat pelaksana, sehingga belum dapat
dikatakan bahwa pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan.
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Tabel 34.
Pegawai Berdasarkan Pendidikan
LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN PENDIDIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DEI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN STRATA 3 STRATA 2 STRATA 1 DIPLOMA 4 DIPLOMA 3 SLTA JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGGI PRATAMA o i ¥ - o o 1
ES3 - ADMINISTRATOR - 4 2 w - - [
ES4 - PENGAWAS - 2 2 - > e 4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL - T 4 - = - 11
SUBKELOMPOK
SUBKELP = KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA - 1 - - - 3
SUBKELF = KETUA SUBKELOMPOX - FUNGSIONAL - 3 2 - - - 5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK - 3 - - - B
FUNGSIONAL
wIigT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA 6 3 - » - - 9
WIMA - WIDYAISWARA AHLI MADYA 3 12 - - - - 15
wWIiMU = WIDYAISWARA AHLI MUDA - 13 - - - - 13
WIPE = WIDYAISWARA AHLI PERTAMA - 3 - - - - 3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 9 31 - - - - 40
PELAKSANA
SATPEL ~ KETUA SATUAN PELAKSANA - 1 4 1 - - 1]
TTA ~ TEKNIS TINGKAT AHLI - 3 12 2 1 - 18
TTT = TEKNIS TINGKAT TERAMPIL - 1 2 2 4 ] 9
ATA ~ ADMINISTRASI TINGKAT AHLI - - 1 - - ] 1
ATT - ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL - i - e - 13 13
CPNS - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - - - - - - -
JUMLAH JABATAN PELAKSANA - 5 19 5 5 13 a7
JUMLAH SELURUE PEGAWAI ASN 9 48 26 5 5 13 106

dub Bagian

Chun dan Kepegawaian

Badan Pepgesbangan Susber Daya Manusia FProvinsi DEI Jakarta

4.

Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia

Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 51-60
tahun, yaitu 38,67% atau 41 orang. Kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur di
atas 60 tahun, yaitu hanya sebesar yaitu 4,71% atau 5 orang. Tabel di bawah menunjukkan bahwa
dalam 2 tahun (2023-2025) yang akan datang terdapat .... orang atau .....% pegawai yang akan
pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan
analisis beban kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2023-2026.
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LAPORAN DATA PEGANAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DEI JANARTA

Tabel 35.
Pegawai Berdasarkan Usia

BERDASARFKAN KELOMPOK USIA

PER 31 DESEMBER 2023

bpsam

Provinsi DKI Jakarta

JABATAN PEGAWAI ASN DIBAWAH 25 25 - 30 31 - 40 41 - S0 51 - 60 DIATAS 60 JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ESZ - PIMPIMAN TINGGI PRATAMA = 51 - i - - L
ES3 = ADMINISTRATOR - - - 1 5 - &
ES4 = PERGAMAS - - 2 | - 4
JUMLAH STRUNTURAL - =- 2 3 3 - 11
SUBKELOMDOK
SUBKELP = KETUA SUBKELOMPOK - PELAKEARA - 2 - - 3
SUBKELF = KETUA SUBKELCMPOE - FUNGSIOMAL - 2 1 2 - 5
JUMLAH SUBKELOMPOX - = 4 2 2 - B
FUNGSIONAL
wWIuT = WIDYAISWARA AHLI UTAMA - - - - L] 5 9
WIMA = WIDYAISWARA AHLI MADYA - = i 4 10 - 15
WIMU = WIDYAISWARA AHMLI MUDA - - 2 3 B = 13
WIFE = WIDYAISKARA AHLI PERTAMA - a = 2 i - 3
JUMLAH - - 3 2 23 5 40
PELAKSANA
SATPEL = EETUA SATUAN PELAKSANA - 1 4 - 1 - B
TTA - TEKNIS TINGKAT AHLL - 3 13 2 - 18
7T = TEENIS TINGKAT TERAMPIL - 2 3 1 3 - L]
ATA = ADMINISTRASI TINGKAT RHLI - - - - - 1
ATT = ADMINISTRASI TINGCKAT TERAMPIL - = 3 4 6 - 13
CPRS = CALON PEGAWAI MEGERI SIPIL - - - =- - - -
JUMLAH PEL - 6 24 7 10 - 47
JUMLAH SELURUH FEGAWAI ASN - & 33 21 41 5 106

Fub Magisn (o dan Eapegawaiss

Pangestasgan Pusber Days Meeuiia Frovinsd ORI Jakart.

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di agama Islam sebanyak 96 orang,
yaitu 90,56%. Yang kedua agama Kristen yaitu sebesar 5,66% atau 6 orang. Diikuti dengan Katolik
sebanyak 3 orang dan Hindu sebanyak 1 orang.
Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 36.
Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan

LAPORAN DATA FEGAWAI - BERDASARKAN AGAMA KEPERCAYAAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN ISLAM KATHOLIK KRISTEN BUDDHA HINDU KONGHUCU  JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ES2 = PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1 - - - - - 1
ES3 - ADMINISTRATOR 1 - - - - - 11
ES4 = PENGAMAS 3 1 - - - - 4
JUMLAH STRUKTURAL 10 - - - - 11
SUBKELOMPOK
SUBKELP = KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA 3 = = = - - 3
SUBKELF - KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL 5 - - - - - 5
JUMLAH SUBKELOMPOK 8 - - - - - 8
FUNGSIONAL
wIuTr =~ WIDYAISWARA AHLI UTAMA 7 - 2 - - - 9
WIMA = WIDYAISWARA AHLI MADYA 12 - 2 - 1 - 15
WIMU =~ WIDYAISWARA AHLI MUDA 12 - 1 - - - 13
WIPFE - WID‘.’:\Z%}U& AHLZ PEF.TA._I_!_A 3 - - - - - 3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 34 - - 1 - 40
PELAKSANA
SATPEL - KETUA SATUAN PELAKSANA [ - - - - - E
TTA = TEKNIS TINGKAT AMLI 16 - - - - 18
TIT =~ TEKNIS TINGEAT TERAMPIL 9 - - - -
ATA = ADMINISTRASI TINCEAT AMLI 1 - - - - - 1
ATT =~ ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL iz - 1 - - - 13
CPNS - CALON PEGAWAI MEGEHRI SIPIL - - - - - - -
JUMLAH JABATAN PELAKSANA 4 2 1 - - - 47
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN 96 3 6 - 1 - 106
Sub Bagian Deus dan Nepegawelsn

Bedas Pengesbangen Susber Days Mascsls Provinel DXT Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




6. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang
(58,49%) dan Perempuan sebanyak 44 orang atau (41,50%).
Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 37.
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

LAPORAN DATA PECAMAL - BERDASARMAN JENIS KELAMIN
BADAN PENCEMBANCAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DEY JAKARTA
PER 31 DESEMRER 2023

JABATAN FECANAI ASN LAKI-LANI [PENEMIPUAN  JUMLAM
cone STROKTURAL
ES2 = PIMPINAN TINCCI PRATAMA 1 - |
ES83 - ADMINISTRATOR S 1 &
ES4 - PENGAMAS 4 - 4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL 10 1 11
SUBKE LOMIOK
- KETUA SUBXELOMPOX - PELAKSAMA 2 3
- KETUA SUBKELOMPOE - FUNGSICNAL 1 4 5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK 2 6 8
FUNCS ICMAL
NIUT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA g 1 9
WIMA - WIDYAISWARA AELI MADYA 11 4 15
NIMD - WIDYATSWARA AHLI MUDA B 13
WIFE - WIDYAIEWARA AHLI PERTAMA = 3 3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 24 16 40
PELAKEAMA
SATFEL - KETUA SATUAN PELAKSANA 3 &
TTA = TEKNIS TINGKAT AHLI 9 9 i8
TTIT - TEENIS TINCKAT TERAMPIL 4 5
ATR - ADMINISTRASI TINCKAT AHLI - - 1
ATT = ADMINISTRASI TINCKAT TERAMPIL 9 4 i3
CPNS = CALON PECANAI NECERI SIPIL - - -
JUMLAH JABATAN FELAKSANA 26 21 47
JUMLAH SELURUH PECAMAI ASN 62 44 106

D. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mencapai kinerja, BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dilepaskan dari segi ang-
garan di Tahun Anggaran 2023, maka ada beberapa yang telah didapatkan efisiensi maupun kualitas
pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adapun realisasi ang-
garan pada BPSDM adalah sebagai berikut:
1. Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada

BPSDM
Tabel 38.
Realisasi Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah

Realisasi Efisiensi

1. 17.660.314.630 13.413.245.541 7595% | 4.247.069.089 31,66

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
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Tabel 39.
Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi Efisiensi

1. 40.623.302.320 | 36.348.935244 89,48% | 4.274.367.076 1,76

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Tabel 40.
Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Efisiensi

1. 64.973.174.135 62.066.326162 95,53% | 2.906.847.973 4,68

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2. Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada
BPSDM
a. Realisasi pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
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Provinsi DKI Jakarta

BAB IV.

PENUTUP

A.Kesimpulan

Pencapaian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja tahun 2023 mem-
buktikan dedikasi dan sinergi yang luar biasa. Dalam setiap langkahnya, BPSDM merancang dan melak-
sanakan strategi secara terencana, dimulai dari penyusunan Renstra hingga Rencana Kerja beserta alo-
kasi anggaran tahunan. Sinergi yang mengalir dari pejabat Eselon 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
hingga pelaksana yang terlibat dalam tugas melibatkan seluruh jajaran dalam pencapaian kinerja tahun
2023.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua telah
ditetapkan 1sasaran strategis BPSDM Provinsi DKl Jakarta untuk tahun 2023 yaitu: Peningkatan kompe-
tensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat dengan 2
indikator yaitu:

Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM;
Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sebagai garda terdepan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi
DKI Jakarta, berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Segala langkah dan keber-
hasilan ini tak lepas dari peran aktif semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta bukan
hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam
lingkup ASN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini menjadi bukti nyata keberhasilan BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, di tengah tantangan dan dinamika, BPSDM tetap berhasil mencapai target sasaran
dan indikator kinerja dengan penuh dedikasi. Sebagai sumber informasi kunci, laporan ini tidak hanya
memenuhi kewajiban monitoring dan evaluasi dari Gubernur, tetapi juga menjadi pilar dalam pengam-
bilan keputusan untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta di masa
yang akan datang.
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B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pencapaian yang membanggakan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, tantangan untuk
tetap komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada ASN di Provinsi DKl Jakarta maupun di Kemen-
terian/Lembaga/Daerah se-Indonesia menjadi sebuah panggilan. Dalam rangka menjawab panggilan
tersebut, terdapat beberapa saran dan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan:

1. Menggalakkan Revolusi Teknologi dalam Pendidikan (EdTech):
Melangkah lebih jauh dalam memaksimalkan teknologi dan media sosial, BPSDM dapat memimpin
perubahan melalui pengembangan platform pelatihan daring yang inovatif. Merangkul teknologi sep-
erti aplikasi pelatihan daring dan model pelatihan blended (online dan offline) akan memungkinkan
partisipasi ASN yang terbatas secara geografis. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelatihan,
tetapijuga membantu memasukkan elemen interaktif dan pengalaman belajar yang lebih mendalam.

2. Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi yang Adil:
Reward dan punishment yang diterapkan harus bersifat adil dan proporsional. BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta dapat merancang sistem penghargaan yang tidak hanya mencakup pujian formal, tetapi juga in-
sentif-insetif positif seperti kesempatan pengembangan karir atau partisipasi dalam proyek strategis.
Di samping itu, sanksi juga perlu bersifat mendidik dan bersifat korektif untuk memastikan keadilan
dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

3. Evaluasi Pelayanan Secara Holistik:
Evaluasi pelayanan pelatihan tidak hanya sebatas pada aspek teknis, melainkan juga mempertim-
bangkan aspek kepuasan peserta, dampak langsung pada pekerjaan, dan keterlibatan yang diperoleh.
Melakukan survei kepuasan secara berkala, mengadakan forum diskusi, dan melibatkan para peserta
dalam penilaian program akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas pela-
tihan dan membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berkomit-
men untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN, tetapi juga menjadi pelopor dalam inovasi pendi-
dikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan tetap membumikan setiap langkah strategis,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ASN Provinsi
DKI Jakarta dan lebih jauh lagi, menginspirasi perkembangan sektor publik di Indonesia.
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1. Perkin Eselon 2

PEMERINTAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabe! serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini-
Nama :MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO
dJabatan - Pj. Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah separ
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan keqagalan
pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja darn pefanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pembarian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 2023
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Pj. Gubamur Daerah Khusus Kepala Badan Pengembangan Sumber
Ibukata Jakarta, Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus
Ibukata Jakarta,

—
L
W V
MOC—’P‘IAH.IN; 1 ;AHULLUH TAMARY

HERU BUDI HARTONO
NIF 157812131897111001

cpsam

Provinsi DKI Jakarta
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@& 2 bpsdm

B| e Provinsi DKI Jakarta

2. Penghargaan dan Inovasi

B 2575 [P o J

GRAND LAUNCHING
CORE VALUE BER-AKHLAK

Sukses lakarta untuk Indenesia

i o Sk
BPSDMPROVINSIDKIVAKARTA

fos
4

Sebagai Salah Satu
Lembaoga Pendidikan yang Bekerja Sama dalam Penyelenggaroan
gi A i Struktural Kepemimpinan Pegawai (PKA/PKP)
di Lingkungan Kementrion Hukum dan Hak Asasl Manusio, pada 23 Lembaga
Pendidikan k/L/Prov di Seluruh Indonesia Tahun 2023

:'.‘.‘.'.."i.‘.‘..)m.. = . . s

e gl 'y : <Y
s : "y FEE 0
AR Sclamal & Sukses Gy
- -

\7 BPSDM \
%& PROVINSI DKI JAKARTA "/

Atas Penghargaan

Lembaga Pelatihan
Pemerintah Berprestasi
Tahun 2023

Lambaga
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bsi.

This is to certify that:

Haolds Certificate Ma:

foflowing scope:

Certification

Kompetensi )

For and on behalf of BS1:

Original Registration Date: 2023-12-26
Latest Revision Date: 20231226

: i
-m
. + . dorgmitory ) gl
LR S ]
1 ]

| AR T ]
i 1. XA Fhiu

(R4 &
Fuarthar chaste stions oo d SopE o s ce i
s eprtificn i = valiel oy (1 seovided oricenn| copiesare m oorRinte
At b
ol

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - IS0 9001:2015

BADAN FENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai B,

Jalan Abdul Muis Nomor 66

Jakarta Pusat

DKI Jakarta

Indonesia 10160

FS BDO0953

and operates a Guality Management System which complies with the requirements of 150 9001:2015 for the

Thau_l’rwmim of Development Competencies of Education, Employes Trainng and Competency

{Pedaksana Pergembangan Kompetensi Perdicikan Pelatihan Pegavai serta Sertifikes

i

Ermvmanwal Herve, Managing Directos, ASEAN
Effective Date: 2023-12-26
Expiry Date: 2026-12-25
Page: 1of 1

..making excellence a habit’

s D el bons of congrat

vl B SO0 45 0 or e 0F J1 30T 6N N

s s plkatiity o 150 SO LS equisrsents may be obba el by consutiing e cepanizEsn

1B “apsmpians) B A4 My, Clandak,
B 3 O OG0 Fme #i 2Y T2M X7
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WECE 11

74 CERTIFICATE OF REGISTRATION

ACCREDITED

| 2.opsem

% Provinsi DKI Jakarta

This Cereificare has beon awprcksd oo
W Do Nat Sed, W Cortéy!

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gredung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai s, Jalan
Abdul Mws Nomaor 66 Jalarta Pusat

In revegmition of the orgmmaation’s Masagenent System
which complies with

ISO 37001:2016
(Anti-bribery Management System)

l'lm’wrupi: of activities ooverod by this certiticate is defined below

Provision of Development Competencies of Education, Employee
Training and Competency Certification

Cernificate Nomber: SISTHII24A016
Bate of [ssue of Orginal Cortticate: 03.01.2024
Dane of Tssue of lotest certificare: 08.01.2024
Expiry Date: 02.01.2025

ReCernification e on: 04, 12,9026

X/

Maniis Tl is an oo eedited certificaie issuiesl Ir_|. 518 CertiBoat foms Pvi. Ll

Cartifion Drpurirition e meponnibls for maidireng e compianse of ths eiovanl standand rdes. Ay
signfieonl charges B ha scope of e coltfcalion OF slendard mfeved sbove mender e collcale invalid

Cerporate oflios- SIS Cerfificatierm Pyt L1

Lindl M, 514, Sh P, Vgl Drusirsise Park, Secdor-d8, Salre Rosd, Qg TENE8 Herpoma, |olia
it bonal Kay Locksors. Qatar, Egypt, Baly, KSA, Nigeria & Malsgsia.

Empl usi- supponipascedfcations com, Cal Anaadpg. ~21-06 3073380

The starties of thvs cerifingte can b varifed on “Hitps §sliscatifcetons. com

Wimle+ e Sis pridic sinen com
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| == Provinsi DKI Jakarta

Certificate of

Recognition

Awarded to

We Do Nal Sall, Wa Cartfy!

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8, Jalan
Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat

By
SIS Certifications Pvt. Litd.

m recognition of

/"J'W ?
S 150 87001:2016

On 3rd January, 2021

This recognition letter is valid only if produced along with the valid 150 37001:2016 Certificate bearing the Cerlificate number.- SI5140124A016. The Validity of the
IS0 Certificate can be verified by visiting hitp/fwww.siscertifications.co.in/verify/. The Certificate can be verified by using the above mentioned Certificate Number.

SIS Certifications Pyt Ltd., Unit No. 514, 5" Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon-122018, Haryana, India.
Http://www.siscertifications.co.in
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Provinsi DKI Jakarta

3. Kegiatan

a. Pada 30 November s.d 1 Desember 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Kegia-
tan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan (Family Development Program) bagi DWP dan
TP PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang berlokasi di Hotel Millennium Jakarta.
Kegiatan ini diawali dengan Penyampaian Sambutan oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary,
S.STP., M.T,, M.Sc,, selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Serta dihadiri oleh lbu Mirdiyanti se-
laku Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Endang Lestari selaku Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta
dan Ibu Suniyati selaku Wakil Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini, para peserta
mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dari narasumber yang hebat, yaitu:

1) Peningkatan potensi perempuan dan etika berorganisasi dari Ibu Wien Ritola Tasmaya;
2) Table manner dan Personal Branding dari Bapak Sandra Erawanto;

3) Manajemen stress dari Bapak Edward Andriyanto;

4) Kelas make up dari Ibu Rahmah Sholika dan Ibu Faben Feby Ramdiani.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, terutama dalam
upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman
yang semakin cepat. Dengan meningkatkan kompetensi, para peserta dapat lebih siap dan mam-
pu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era globalisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




. Pada hari Selasa, 30 Mei 2023 Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc. selaku Kepa-
la BPSDM Provinsi DKI Jakarta mewakili Sekda Provinsi DKI Jakarta menutup Pelatihan Dasar
CPNS Golongan lll Angkatan 156-162 dan Golongan Il Angkatan 36-40 di Lingkungan Provinsi DKI
Jakarta yang berjumlah 423 peserta. Selamat kepada para CPNS, Semoga pelatihan yang telah
dijalani dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkarakter, berintegritas dan
berlandaskan pada core values ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksa-
na kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa

c. Pada Selasa 17 Oktober 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pening-

katan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi peserta Pelatihan Kepemi-
mpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023, yang berlokasi di
bertempat di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan laporan
penyelenggaraan oleh lbu Indang Murningsih, S.Pd., M.M,, selaku Kepala Bidang Pengemban-
gan Dasar Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan sambutan
oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI
Jakarta, kemudian pemberian arahan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Drs. Heru Budi
Hartono, M.M,, selaku Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 450 peserta yang
terdiri dari 94 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 356 orang peserta
Pelatihan Kepemimpinan Pegawas (PKP) Tahun 2023. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini
adalah sebagai berikut:

1) Peran Kepemimpinan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

dari Bapak Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan, S.H.

2) Peran Kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan stabilitas keamanan

dan ketertiban masyarakat dari Bapak Kombes Pol. Nurcholis, S.I.LK,, M.Si.

3) Aparatur Sipil Negara Bersih Narkoba dari Bapak Joko Purnomo, S.E., M.M., M.Si.

Dengan adanya acara ini, diharapkan rekan-rekan ASN dapat memberikan pelayanan yang berkuali-
tas dan akuntabel kepada masyarakat, serta memperkuat implementasi core values ASN BerAKH-
LAK dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional.
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d. Pengarahan Para Pejabat Eselon 3 Di Taman Ismail Marjuki

e

f. Paparan dan Presentasi Rencana Aksi Peserta DUTEP dan Seleksi Pegawai Tugas Belajar
g. Podcast Rabu Belajar
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Rakornas Kepala BPSDM
Seluruh Indonesia Tahun 2023
0% s.d 06 Junl 2023 di Hotel Borobudur

Rakornas Kepala BPSDM

Seluruh Indonesia Tahun 2023
04 g.d 06 Juni 2023 di Hotel Borobudur

j. Sinergitas Antara NSW dan Sektor Pendidikan Indonesia

rﬁ"smdy New |

11 b P

" Pameran Pendidikan Sydney dan
++ New South Wales, Australia

I 3 Sinergitas antara NSW dan sektor pendidikan Indonesia
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BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

JL. ABDUL MUIS NO. 66, GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT




